1

DANA BANTUAN
UNIVERSITAS NASIONAL

PENELITIAN STIMULUS

ORGANISASI SALAFI DI INDONESIA: STUDI
IDEOLOGI DAN PEMIKIRAN POLITIK FRONT
PEMBELA ISLAM, MAJELIS MUJAHIDIN
INDONESIA DAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA

OLEH :

NAMA : Dr. Asran Jalal, M.Si
NIDN :0328106101

UNIVERSITAS NASIONAL
SEKOLAH PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU POLITIK
JAKARTA



LEMBAR PENGESAHAN

Judul Penelitian e nrgnnmncu CQalafi di Indanocias Ctaseli TAdanlan:

e
1ISaSH Sa:all Gi anaondsial Suwudai aucuivgt uan

Pemikiran Politik Front Pembela Islam, Majelis
Mujahidin Indonesia dan Hizbut Tahrir Indonesia.

Peneliti

a. Nama Lengkap : Dr. Asran Jalal, M.Si.

b. NID/NIDN : 0110880246/0328106101

c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

d. Pangkat/Golongan : IVA/Penata TK.T

e. Program Studi : Magister Ilmu Politik (MIP)

f. Alamat Rumah : Perumahan Waringin Elok A9/19 RT 004/012 Desa
lodiino

l\vuuus
Kedung Waringin, Kecamatan Bojong Gede, Kab.
Bogor, Jawa Barat.

g. Telepon : 081284526468
h. Email : asran_jalal@yahoo.com
Lama Penelitian : 6 (enam) bulan
Biaya Penelitian : Rp. 7.750.000,-

Jakarta, 12 Agustus 2019
Peneliti

Dz

Dr. Asran Jalal, M.Si

Mengejahui,
Dircktyx Sekola /

Prof. Dr. Maswadi

{tnawati Sinaga, MS., Ap#



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran kehadirat alBWT, atas segala
nikmat dan hidayah yang diberikah kepada kita sermehingga hasil penelitian
yang berjudul “Organisasi Salafi di Indonesia: Bk$i Ideologi dan Pemikiran
Politik Fron Pembela Islam, Majelis Mujahidin Indsia dan Hizbut Tahrir
Indonesia” dapat diselesaikan. Penelitian ini heaint untuk memenuhi kewajiban
sebagai seorang tenaga pengajar di perguruan tipgda umumnya dan di
Universitas Nasional khususnya yakni melaksanawagsi Tri Dharma Perguruan

Tinggi bidang Penelitian untuk semester genaprajaran 2018/2019..

Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih da&pgéetua Program
Studi Magister Illmu Politik, Dr. Alfan Alfian, M.Sidan Direktur Sekolah
Pascasarjana Universitas Nasional, Prof Dr. MasviRaldif atas dorongan yang
diberikan kepada penulis untuk meneruskan ide reatakan penelitian tersebut di
atas, dengan alasan penelitian yang berkaitan detmgsep dan teori dalam Ilimu

Politik masih langka.

Terima kasih kepada pimpinan Universitas Nasiomsmberi kesempatan
kepada penulis untuk membuat usulan penelitianasesmngan topik yang penulis
ajukan. Lebih dari itu dukungan dana yang diberikapada penulis, merupakan
semangat tambahan bagi penulis untuk menyelesgieselitian ini. Semoga
penelitian dapat direalisasikan sesuai dengan nenca

12 Agustus 2019

Asran Jalal



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.. .. ..ot ii
KATA PENGANTAR . ..o e e i
BAB PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah............cccooooiiiiiiii i1
B.Masalahan Penelitian..... ... 3
C.Pertanyaan Penelitian.............ccoooiiiiii i i e e 5

D.Tujuan Penelitian............oooiiiiii e e e e e 5

E.Sistematika Penulisan............ooooie i B

BAB Il KERANGKA TEORI
N [0 (=0 [ o | 7

B. Organisasi Salafi dan Gerakan Salafi................................. 8

BAB Il METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian................ccocoiiiiiiiiiiinc e 13
B. SumberData..........ccoooviiiiiiii e, 13
C. Analisis Data.........ccoveiiiiii i e 14

BAB IV HASIL PENELITIAN
A. FPI
L, OrgaANISAS .. ceu it ettt et e e e e e e 16



2258 o =o' oo | ! £

3.Pemikiran Politik Tentang Negara dan Demokrasi............ 21
B. MMI
1. OrganiSasi. .. occveiiiie i e e e 2D
2200 Lo =T ) [0 o | 30
3. Pemikiran Politik Tentang Negara dan Demokrasi.............. 33
C. HTI
1. OrganiSasi. ..oceueiee it e e e 2. 30
2200 Lo =0 ][0 o | 39
3. Pemikiran Politik Tentang Negara dan Demokrasi.............. 41

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan.........oooiiii i 48

B. Temuan Penelitian..........oo oo e e 49

DAFTAR PUSTAKA



BAB |

NBAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokratisasi yang berlangsung di semenjak lengaeBoeharto pada tahun
1998, membawa perubahan terhadap perpolitikan donesia. Salah satu
perubahan dimaksud adalah munculnya berbagai gerak@n organisasi
masyarakat berbasis budaya dan agama baik tingikait ihaupun tingkat nasional.
Fenomena ini disebabkan terbukanya kebebasan baggyamakat untuk
mengemukakan ide dan kebebasan membentuk orgarsisbapai perwujudan
demokrasi. Kelahiran organisasi-organsasi tersédotitmewarnai dinamika politik

politik Indonesia.

Organisasi masyarakat pada masa Demokrasi Panchsbbawah rezim

Orde Baru, keberadaan dan peran organisasi inasaligatasi, melalui kebiajakan
Undang-Undang No 8 Tahun 1985 tentang Organisasiasgarakatan (UU No 8
Tahun 1985). Undang-unndang ini pada dasarnya nrédtahekewenangan kepada
Presiden Soeharto untuk membubarkan organisasi are&t yang dianggap
bertentangan dengan ideologi Pancasila. Kebijakadap masa ini juga
mengharuskan, organisasi masyarakat mencantumkanPasicasila sebagai asas
yang harus digunakan semua organisasi masyarakétddnesia. Implikainya
organisasi masyarakat tidak memiliki kebebasamdateelakukan kegiatannya.

Kebijakan lainnya yang diterapkan pada masa petadan Presiden
Soeharto adalah membangun berbagai organisasi mkaygang pengendaliannya
berada di bawah kekuasaan Golkar. Organisasi dundadstara lain adalah Komite
Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Majelis Ulamaomesia (MUI), lkatan
Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Wartawan IndanéBWI). Semua program dan

anggaran organisasi ini diatur oleh pemerintah.ijlelin pemerintahan Presiden



Soeharto terhadap Oranisasi masyarakat ini sejedaga kebiajakan nasional yang

mengitamakan stabilatas politik dalam rangka membarkonomi Indonesia.

Pada masa demokrasi reformasi atau pasca lengsexrsEresiden dari
jabatannya, bermunculan berbagai organisasi bextkath nilai-nilai budaya ke
daerahan dan nilai-nilai agama. Organisasi berkasamilai-nilai budaya daerah
antara lain adalah di DKI lahir Forum Betawi Rumg@u(FBR) dan Forum
Komunikasi Anak Betawi (Forkabi). Di Banten lahiradan Pembina Potensi
Keluarga Besar Banten (BPPKB). Di dan Persatuardélar Pesilatan Seni dan
Budaya Indonesia (PPPSBI). Di Jawa Barat lahir Atghk Muda Siliwangi (AMS)
dan Gabungan Inisiatif Anak Siliwangi (GIBAS). Dawa Timur, khusus di
Surabaya lahir kelompok etnis Maduara yakni Ikafatuarga Madura Indonesia
(IKMI) dan lkatan Keluarga Anak Brawijaya (IKABARA)Di Kalimantan lahir
Pasukan Khusus (Pasus) Dayak. Di Bali lahir Froeduft Bali (FPB), d Laskar
Bali, dan Garuda Buleleng. Di Sumatera Utara adaudla Pancasila (PP) dan
Ikatan Pemuda Karya (IKP).

Organisasi yang berbasis ajaran agama Islam, aaméém adalah, Front
Pembela Islam (FPI), Majeleis Mujahidin IndonesMM]) dan Hizbut Tahrir
Indonesia (HTIY Organisasi ini sering juga disebut dengan istsakafi radikal
atau organisasi Islam yang masuk dalam bingkai g@ag disebut dengan
organisasi atau kelompok kelompok salafi radikakeka organisasi-organisasi ini
menghendaki dan memperjuangkan agar umat Islam mdakehidupan
bermasyarakat dan bernegara berpedoman kepada k@ yaitu Alquran dan
Hadist.

! Okamoto Masaki dan Abdur Rozaki, “Pengantar Editdalam Okamoto Masaki dan Abdur
Rozaki (ed),"Kelompok Kekerasan dan Bos Lokal di Era Reformasibgyakarta: Center for
Southeast Asian Studies (CSES) Universitas Koyepadg dan IRE Press, 2006, hal. xvii-xviii.

2 M.Syafii Anwar, “Memetakan Tipologi Polittk daAnatomi Gerakan Salafi Militan Di
Indonesia”, dalam M Zaki Mubarakseneologi Islam Radikal di Indonesiajakarta: LP3ES,
2000, hal. xiii.



Organisasi yang berbasis lokal perannya lebih mehgada tingkat lokal
terutama pada saat pemilihan kepala daerah (P)lkdda pemilihan umum
(Pemilu). Organisasi yang menggunakan dasar-dgaeanalslam lebih banyak
berperan pada tingkat nasional baik isu mengenaiilipan Presiden (Pilpres)
maupun berkaitan dengan isu-isu internasional yemgaitan dengan ajaran-ajaran

Islam.

Studi ini mengambil fokus tiga organisasi salafil,FRIMI dan HKTI.
Pemilihan ketiga organisasi ini dengan beberapsaalaPertama, ketiga organisasi
menghendaki umat Islam khususnya di Indonesia ddtafmidupan bernegara
berpedoman kepada ajaran-ajaran agama Islam. Kedganisasi ini memiliki
peran dan pengaruh yang signifikan dalam polititolmesia dengan gerakan dan
isu-isu yang mereka kemukakan ke publik, baik istskala nasional maupun isu-
isu yang berskala internasional. Ketiga,tokoh-tokofanisasi ini sangat populer

dalam masyarakat Indonesia.

B. Masalah Penelitian
FPI yang secara resmi dideklarasikan pada tantgafhgustus 1998 di

Pondok Pesantren Al Umm, Cempaka Putih, Ciputaba§snya Organisasi ini
sendiri sejak pertama kali dideklarasikan hinggat $ai dipimpin oleh seorang
Habieb yang masih cukup muda, yakni Habieb MuhamRaieq Shihab yang
biasa di panggil Habieb Rizi€éd=PI dalam ideologinya, menghendaki menegakkan
syariat Islam secara khafah dalam rangka menjalaaal makruf nahi munkar

sesuai perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Sufiah

* Ali Purnomo,FPI Disalah PahamiJakarta: Mediatama Indonesia, hal, 32.
* Ali Purnomo,Op.Cit, hal. 34-35.



Majelis Mujahidin Indoneisa (MMI). Perkumpulan indideklarasikan
melalui sebuah kongres yang dilangsungkan padggdrd-7 Agustus 2000 di
Yogyakarta. Tokoh-tokohnya nnya antara lain Irfanry@hadi Awwas dan
Shobiran Shakur (selanjutnya menjabat Ketua daneBeis Tanfidziah MMI yang
merupakan bekas tahanan politik. Tokoh lain adMalmammad Thalib, seorang
penulis dan pemikir keagamaan ortodok yang cukugayktif dan Abu bakar
Baasyir. Pemikiran dasar yang melatari MMI adakamangat untuk mendzahirkan
syariah Islam yakni tegaknya syariah Isiafemikiran lainnya adalah dilatari oleh
kesadaran akan pentingnnya menyelaraskan langkahjuapgan untuk

menuntaskan persoalan krisis dan krusial keumatapon kemanusiaan.

MMI dalam ideologinya berkeinginan menegakkan sarislam secara
khaffah, bagi MMI antara Islam dan negara tidakabdipisahkan, kekuasan
diperlukan untuk menegakkan syariat Islam. MMI barcita mendirikan apa
yang disebut Khilafah Islamiah atau kepemimpinarautalam di seluruh dunia.
Pemikiran politik MMI lainya yakni menolak sistedemokrasi, dengan alasan

bertentangan dengan syariat Islam.

.HTI mulai berkembang di Indonesia pada tahun 188PB Bogor. Tokohnya
antara lain adalah Mustofo. Pada awal berkembangiaygya sebatas mengajak
para mahasiswa IPB untuk memperkenalkan HizbutiTahik di pesantern Al-

Ghazali, Mesjid IPB dan di Rumah-rumah mahasiswagdn narasumber dia

> Ifan F Awwas, (Penyunting)Risalah Konggres Majelis Mujahidin | dan Penegaki@yariah
Islam, Yogyakarta: Wihdah Pres, 2001, hal 23-24.
® Fauzan Al-AnsyariSaya Teroris? Sebuah Pleddakarta: Republika, 2002, hal. 72.
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sendiri. Setelah era reformasi tahun 1998 kehadweganisasi ini semakin

berkembang, sejalan dengan kebebasan yang dialdomidsid.

HTI dalam ideologinya tidak memisahkan antara Isttan negara, struktur
negara diperlukan bagi menegakkan syariat Islamalar® menegakkan syariat
Islam, HTI juga bercita-cita membentuk apa yangehlig Khilafah Islamiah dan

HTI dalam pemikiran politik juga menolak sisteentbkrasi

C. Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan uraian latar masalah dan permasalsébtérdi atas, pertanyaan

penelitian yang dajukan yaitu:

1. Bagaimana FPI, MMI dan HTI mengadopsi ajaran Iskehagai ideologi
organisasi?
2. Bagaimana Pemikiran Politik FPl, MMI dan HTI temggHubungan Negara,

demokrasi dan Islam?

D. Tujuan

Penelitian ini bertujuan:
1. Mengetahui dan memahami dasar-dasar ideologi @gsinFPl, MMI
dan HTI
2. Mengetahui dan memahami pemikiran politik FPI, Md&h HTI tentang

negara, demokrasi dan ajaran Islam

E. Sistematika Penulisan

Penulisan hasil penelitian disusun dengan sisikengtembahasan sebagai

berikut.

" M. Imdadun RahmatArus Baru Islam Radikal Transmisi Revivalisme nsl@imur Tengah ke
Indonesia Jakarta: Erlangga, 2005, hal. 101-102.

10
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Bab |. Pendahuluan.

Bab ini memuat kerangka dasar penelitian. Bab iarupakan kerangka
dasar penelitian yang menguraikan, latar belakaagatah, masalahan penelitian
dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, siatematika penulisan laporan

penelitian.

Bab II. Kerangka Teori. Bab ini memberi gambaran tentang landasan teori dan
konsep yang digunakan dalam penelitian. Pembahdakam bab ini mencakup

konsep ideologi dan konsep organisasi Salafi deskge Salafi.

Bab Il Metode Penilitian. Bab ini pada dasarnya berusaha memberikan gambaran
mengenai metode dan prosedur yang digunakan dataseg penelitian. Pokok
bahasan dalam bab ini mencakup pendekatan pengbtianber data, dan analisis
data.

Bab IV Hasil dan Analisis Penelitian . Bab ini pada dasarnya gambaran
mengenai hasil penelitian dan analisis hasil pgaeli Pembahasan mencakup,
Organisasi dan Ideologi FPI, MMI dan HTI. Pemikifaalitik FPI, MMI dan HTI

tentang Negara,demokrasi dan Islam.

BAB V Penutup. Bab ini menguraikan kesimpulan penelitian dan temua
penelitian. Bagian kesimpulan pada intinya menjawsstanyaan penelitian.

Temuan penelitian merupakan temuan dari hasil giagdenelitian.

11
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BAB Il
KERANGKA TEORI

A. ldeologi

Deliar Noer, ideologi merupakan suatu keyakinan dalam kehidupan
manusia, dan manusia hidup dengan keyakinannya tersebut.® Ciri-ciri suatu
ideologi yaitu, merupakan cita-cita yang dalam dan luas, bersifat jangka
panjang, bersifat universal atau diyakini bersifat universal. Ideologi
merupakan milik suatu kelompok manusia yang dapat mengidentitaskan
dirinya dengan isi ajaran tersebut. Ideologi juga mengikat kelompok, sering
pula membenarkan dan mempertahankan sikap perbuatan kelompok. Ideologi
juga memajukan kepentingan kelompok sesuai dengan dasar ajaran yang
dianut, tidak perlu kelompok itu merupakan orang-orang yang berilmu atau
orang-orang yang pandai, termasuk tentang isi ideologi itu sendiri.® Ideologi
juga dapat memilih alternatif prioritas, masa yang hendak didahulukan dan
mana yang akan dikemudiankan. Ideologi sebagai sumber dari program yang
direncanakan, karena ia memang diperlukan untuk kriteria bandingan atau
penilaian. Ideologi merupakan sumber penggerak, dasar landasan untuk

bertolak, tapi juga merupakan tujuan yang hendak dicapai. Ideologi

® Deliar Noer,Ideologi Politik dan Pembangunaifiakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1983, hal.31.
9 .
Ibid, hal. 33

12
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merupakan cita-cita, bukan kenyataan, dan ideologi merupakan pedoman

dalam berprogram.0

Ideologi sebagai pedoman dapat dijadikan oleh aragpt sebagai landasan
dan pedoman dalam berorganisasi, berpartai damdeadhidupan berbangsa dan

bernegara Konsep ideologi memiliki relevansi untuk membantu membahas

1deologi FPI, MMI, dan HTI.

B. Organisasi Salafi dan Gerakan Salafi

Salafi (salafy) adalah sebutan bagi orang yang rketigatau mengklaim
diri sebagai pengikut ajaran salaf. Salaf adalabam@rdahulu, suatu era kehidupan
tiga generasi sesudah Nabi, yaitu para sahabatint@pengikut sahabat), dan
tabi'in-tabi'in (pengikut para tabi'in) yang polkehikdupan keagamaannya dipandang
ideal. Salafi juga sering disamakan dengan jamaapabam salaf, mirip dengan
salafiyah (salafiyyah) sebagai aliran atau mazl@dang yang mengikuti paham
salafi disebut salafiyyun atau salafiyyin, yaknirei@ yang menjadi pengikut

ajaran salaf, baik karena klaim dirinya maupun ikacbrang terhadapnya

Berdasarkan pemahaman tentang pengertian salsdbigr yang dimaksud
dengan organisasi salafi adalah organisasi yangntlik masyarakat penganut
ajaran Islam yang dilandasi oleh ajaran yang mangamazhab salafi yakni
kelompok yang memejuangkan umat Islam kembali ltknpan kepada ajaran
Rasulullah Muhammad SAW, khalifah dan generasiaetya.

Gerakan salafi pada dasarnya suatu gerakan mengajakIslam kembali
pada ajaran murni Islam sesuai dengan tuntuxgur’an danHadist Pandangan
gerakan salafi dilandaskan diterjemahkan sebagaibpkaruan dan reformasi,
mengajak kembali padalqur'an dan Sunah sesuai dengan pemahaman dan

9 pid.
" M.Imdadun RahmatQp.Cit, hal , 63

13
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teladan yang salaf al-al shaleh ( para pendahuhg waleh). Perlunya kembali
pada Kitab Suci dan Sunah, karena mereka merkdijfakinan umat Islam telah
gagal menjauhkan diri dari dari bentugyirik , bid’ah dankhurafat Hal ini
terjadi karena umat Islam terlampau mengabaik#émissejati seperti yang
diajarkan salaf al-shaleh yang dianggap sebagauké¢ermurni dari ajaran Islam.
Konteks doktrinal pencarian Islam murni tersebutubkah dilengkapi dengan
konteks historis kalangan umat Islam sendiri. Gagdslam murni secara historis
dikaitkan dengan ekspresi dan aktualisasi Islana paaisa Nabi Muhammad sendiri
dan para sahabat yang juga sering disebut masyaatda kaumsalat Dalam
pandangan Islam murni, kehidupan pada masa NatVadinah khususnya, dan
yang kemudian dilanjutkan para sahabatnya merupbkatuk Islam yang paling
murni, yang belum tercampur intervengihad dan pengaruh sosiologis. Inilah
aktualisasi Islam paling ideal yang harus diwujudkpada masa selajutnya
termasuk dalam masa modern dan kontemporer. Gagdsaikian kemudian

memunculkan paham yang lazim disebut salafismemidtanisme'?

Ahmad Syafii Mufid, gerakan salafi dapat dibedak@mnjadi dua dimensi yaitu
pertama dimensi ideologi, yang membawa paham ddafkstrim kiri (sosialis)
dan ekstrim kanan (fundamentalis), pengembangamerdii ideologi salafi ini
terjadi sepeninggal Abduh pada abad 19 karenalkeetan salafi pada masa ini
dengan Muhammad Abduh, muncullah istilah ‘Abduhi’'§rang dipelopori oleh
Ali Abbduraziq dan Abduh kanan yang dipelopori HagéBand* Kedua dimensi
perspektif yang melihat perkembangan salafi daempat aspek. Aspek purifikasi
agama, yang menolataglid yang ditawarkan oleHigih dan teologi dalam

pemahaman Islam yang tradisional. Purifikasi agennaertujuan mengembalikan

12 Ahmad Syafii Mufid, Faham Islam Transnasional @aoses Demokratisasi di Indoneslarnal
Multikultural dan Multi Religius,Vol. VIII Nomor 30 april-Juni 2009, Lihat juga M\oor Haidi
Hasan,Laskar Jihad, Islam Militansi Pencarian Identitas lddonesia Pasca Ore Baruakarta
LP3ES, hal, 85-186

13 Jamhari dan Jajang JahroBerakan Salafi Radikal di Indonesidakarta: Rajagrafindo, Persada,
2004, 34-36.

14
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segala macam kepadd-Quran danAl-Sunnah Aspek pemikiran sosial politik,
yang melihat kekuasaan hanya kepada Allah, dan agslam merupakan agama
yang memiliki kesempurnaan konsep, termasuk daengatur kemasyarakatan
dan kenegaraan. Aspek metode pendidikan yang mekekapada nilai moral
agama, sepertagwa ganaah(menerima pemberian Allah), syukemhd(bersikap
sederhana) dalam urusan dunia, sabar tdamkkal. Aspek metode pemikiran,
yang mengutamakan dimensi agidah Akhlak yang n@nggkan manusia dalam
katagori ‘musuh’ atau ‘saudara’. Metode ini menotaklitas kebudayaan yang
bukan Islami, empat aspek inilah yang mendasarakgae salafi di seluruh dunia

Islam*

Kalangan salafi di Indonesia termasuk kelompokndamental radikal’
setidaknya dalam pemikiran, hal ini berkaitan dengainginan mereka untuk
menerapkan dasar-dasar Islam dalam kehidupan na&syadisamping itu, mereka
juga berkeinginan untuk menggantikan Islam yangrgara ini dipraktekan
masyarakat Islam dengan Islam yang mereka anugn&amereka menolak
pemikiran-pemikiran yang datang dari ulama danlekteal selain dari kelompok
mereka. Radikalnya kelompok Salafi terbatas padpgkhannya untuk mengubah
situasi atau praktek Islam yang ada yang dilakukayoritas muslim Indonesia
dan mengembalikannya ke dalam situasi ke dalanmassitpraktek Islam para
sahabat Nabi. Gerakan Salafi wahabi di Indonesjgatddikatan sebagian dari
sebagian dari gerakan fundamentalis klasik, idemngebatas pada upaya
memperbaiki Islam karena praktek peribadatan ldgrercayaan mereka sudah
dilumri oleh masaah-masaldind’ah, ide purifikasi Islam menjadi tujuan utama

merekat®

4 |bid, hal, 36-37

> Riza Sihbudi agll, et.al.Islam dan Radikalisme di Indonedikarta: LIPI Press, 2005al.
170.

15
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Menurut M. Syafii Ahmad, pasca-Orde Baru munculagan salafi militant
(GSM), gerakan tersebut yaitu lasykar Jihad (JIMIMFPI, HTI, Hammas,
Jundullah. Ciri-ciri kelompok ini yaitu pertama, nckerung mempromosikan
peradaban tekstual Islam, mengkonstruksi otoritagafsir dalam posisi dominan
dalam memberikan pemahaman agama. Kedua, setia pgtéah minded
seruannya adalah formalisasi syariah ditingleafana diseluruh aspek kehidupan
Muslim. Ketiga, kepercayaan yang berlebihan terpatiori konspirasi, yang
diwujudkan kecurigaan tuduhan bahwa Barat terutadmerika serikat
mempunyai agenda tersembunlyiden agendp berkomplot dan menjalin aliansi
politik, ekonomi, militer dan budaya untuk mengbarkan Islam dari muka bumi.
Keempat, cenderung mengembangkan agenda antiiphoyahereka menganggap
orang lain dianggap tidak beriman telah menyimpaamyIslam atau kafit®

Akar gerakan salafi dapat dimulai dari gerakan wahtau wahabiah di Saudi
Arabia yang dimori seorang ulama pembaharu yakriidviumad bin Abdul wahab
pada tahun 1115 Hijriah atau 1703 masehi. Ide ydibgwanya adalah dalam
rangka pemurnian tauhid dari segala mabaah dansyirik . Proses pemurnian
ajaran Islam yang dilakukan yaitu penghancuraratiap tempat-tempat bangunan
kuburan yang dianggap keramat. Dalam pandanganbivarageramatan kuburan
dan makam para ulama dianggap bid,ah. Selain atand pandangan wahabi
mengenaitasauf dianggap bidah dan sangat menyesatkan Semuakpyakg
dilakukan umat Islam tidak pernah dipraktek olehapsahabat, tabiin dan tabiin

tabiin 1.

Indonesia gerakan ala Wahabi muncul di Minangkainelalui gerakan Padri

pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Ger&kati tanpa kompromi

18 Syafii Anwar, “ Memetakan Teologi Politik dan &emi Gerakan Salafi Militan Di Indonesia,
dalam ' M. Zaki Mubarak Geneologi Islam Radikal di Indonesi@erakan, Pemikran dan Prospek
Demokrasi, Jakarta: LP3ES, 2007, hal, xvii-ix.

17 Sekh IdarhanSejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabtogyakarta: Pustaka Pesantren, 2011, hal ,
32-33.
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memerangi muslim Minangkabau yang mempercayai ad&ekuatan gaib pada
benda-benda tertentu; inilah kemusyrikan yang h&tgan dengan tauhid.
Radikalisme Padri tidak sampai di situ; mereka jugamerangi laki-laki yang
memakai perhiasan emas dan pakaian sutera, atalalaklan perempuan yang
mengkonsumsi tembakau baik untuk rokok maupun ketgka mengunyah sirih.
Tetapi sejarah membuktikan, ekstremisme dalam keapa pun-bahkan dengan
justifikasi keagamaan-tidak pernah berkembang Itidsk Wahabiyah maupun
Padri. Tetapi ideologi dan gerakan radikal sepentijuga tidak pernah pula
sepenuhnya lenyap.

Pembahasan teoritik tersebut di atas, merupakanonpgm dalam memahami
organisasi salafi, ideologi dan pemikiran politikimdonesia. Secara khusus dalam

memahmi organisasi HTI, MMI dan FPI dalam konte&sgditian ini.

8 |bid, hal, 42-43.
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BAB llI
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian inilabdaendekatan kualitatif.
Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilkkn dalamsettingtertentu yang
ada dalam kehidupan riil dengan maksud menginwestiglan memahami
fenomena apa yang terjadi dan bagaimana terjadifanelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif dengan alasan. Pertama, iganelini menekankan
pemahaman terhadap fenomena sosial melalui gambdralistik dan
memperbanyak pemahaman mendafarkedua, penelitian ini tanpa bertujuan
menguji hipotesis. Ketiga, penelitian ini tidak rggonakan prosedur analisis
statistik. Tipe penelitian ini bersifat dekriptifralitis yakni tipe penelitian yang
berusaha menggambarkan realitas sosial yang komphe#ftalui penyederhanaan
dan klasifikasi dengan memanfaatkan konsep-konaepg pisa menjelaskan suatu

gejala sosial secara analitfs.

B. Sumber Data

9 Saifuddin Zuhri Qudsi, Pengantar Bayang-Bayangniige Revolusioner Penelitian Kualitatif,
dalam Norman K. Denzim dkk (edjhe Sage HandBook of Qualitative Researttisi ketiga,
Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010, him. vxiii.

% Lexi J, Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif(edisi revisi), Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2006, hal, 31.

2L J. Vredenbregtyletode dan Teknik Penelitian Masyarakdekarta: PT Gramedia , 1983, him. 34-
35.
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Dalam rangka memperoleh data yang diperlukan, pepglan data dalam
penelitian ini dilakukan melalui dua tehnik atawacpengumpulan data. Pertama,
studi pustaka, yakni sejumlah informasi yang difgromelalui penelusuran
terhadap sumber-sumber tertulis, berupa dataydatg bersumber dari dokumen
terutama risalah pembahasan, buku-buku, disetésss, jurnal, majalah, koran dan

media internet.

Kedua, wawancara mendalam-@ept intervieyy yakni serangkaian informasi
yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengea qerasumber. Tujuannya
adalah untuk melengkapi informasi yang tidak difggromelalui studi pustaka.
Wawancara mendalam dilakukan dengan menggunakaimurmen pedoman
wawancara igterview guidg¢. Dalam melakukan wawancara mendalam dengan
narasumber, penelitian ini juga menggunakan akatmne dengan tujuan agar semua
data dari narasumber dapat terdokumentasi dengén Wawancara mendalam
dengan narasumber, juga dilakukan melalui tehngkwdii tanpa menggunakan
pedoman wawancara tertulis dan tanpa menggunakah rekam. Hal ini
dimaksudkan agar narasumber dapat memberikan ded@asbebas. Narasumber
penelitian ini terdiri para pakar ilmu politik yait

C. Analisa Data

Analisa data pada dasarnya mengatur urutan datg@ ykan disajikan,
mengorganisasikannya kedalam suatu pola, katagorisdtuan uraian dasar yang
sudah digariskan. Analisa data kualitatif biasadgpat dilakukan dalam proses
pengumpulan data, tapi analisa data yang inteinlsikukan setelah pengumpulan
data selesai. Analisa data penelitian ini dilakkanadalam empat tahap yaitu tahap
pengecekan data, tahap pengkatagorian data dan p&mafsiran data, dan tahap

kesimpulan.
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Pertama tahap pengecekan data. Pengecekan data dalaniitipenei
menggunakan tehnik triangulasi. Menurut Lexi J. &bolg, triangulasi adalah
tehnik pemeriksaan keabsahan data dengan memaarfasgkuatu yang lain di luar
data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagageling terhadap data ftt.
Tehnik triangulasi yang digunakan dalam penelitianh adalah setelah data
diperoleh melalui kepustakaan dan wawancara dikybengecekan satu sama
lainnya. Misalnya data hasil wawancara dengan samaber yang satu akan dicek
dengan data-data dengan nara sumber lainnya. Rafihwawancara juga akan
dicek dengan data yang berasal dari studi pustalal ini dimaksudkan agar
penyajian data dalam penelitian ini betul-betulrakiKedua,tahap pengkatagorian
atau pengklafikasian data. Dalam tahap ini data-gahg sudah dicek, kemudian
diklasifikasi atau dikatagori menurut urutan pendssn dalam penelitiaketiga,
tahap penafsiran data. Pada tahap ini dilakukaafpiean atau pemberian makna
yang signifikan terhadap data yang diklasifikagi d&cari hubungannya satu sama
lain. Keempat tahap pengambilan kesimpulan dan implikasi td@aida tahap ini
dilakukan pengambilan kesimpulan terhadap data f@omena yang sudah

disusun untuk menjawab pertanyaan penelitian.

22 |pid, hal. 330-331.
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BAB IV
HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. FPI

1. Organisasi

FPI yang secara resmi dideklarasikan pada tanggafdustus 1998 di
Pondok Pesantren Al Umm, Cempaka Putih, Ciputatlgh anggota FPI, menurut
Rizieq mengklaim angka 15 juta sebagai perkiraarigh keseluruhan anggota dan
simpatisan, baik yang aktif maupun yang tidak. TaBQ05, perwakilan FPI telah
berdiri di 26 provinsi di Indonesia, meskipun hatogberapa perwakilan saja yang
aktif. FPI memiliki sebuah organ kelaskaran, yaagnama Laskar FPI. Laskar FPI
inilah yang menjadi front terdepan dalam aksi-gkeinberatasan kemaksiatan di

jalanan.

FPI bermarkas di daerah Pertamburan, Tanah Abahkgrtd Pusat, lokasi
di mana Habieb Rizieq dan keluarganya bermuRinOrganisasi ini sendiri sejak
pertama kali dideklarasikan hingga saat ini dipmpleh seorang Habieb yang
masih cukup muda, yakni Habieb Muhammad Rizieq &hyjang biasa di panggil
Habieb Rizieq, hingga saat ini menjabat sebagau&eéimum FPI. Ketika FPI
dideklarasikan Habib Rizieq baru berumur 30-an, ek@mpinan dalam FPI
dipegang oleh beberapa tokoh yang relatif muda kielam memiliki banyak

reputasi dalam lalu-lalang dalam percaturan gerdkémdonesia’

M. zaki MubarakOp.Cit, hal 118
24 Ali Purnomo,Op.Cit, hal 32
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FPI membentuk organ khusus yang disebut Laskar &laniblam (LPI),
organisasi ini memiliki kekhususan yaitu, pertamengenal sistem kepangkatan
dan sistem komando yang tersusun rapi seperti &anlter. Laskar ini terdiri dari
jundi-jundi  (pasukan)yang dikomandani seorang Arbiasanya seorang Amir
membawahi 21 laskar, para Amir berada di bawah dwmm Rois. Rois
bertanggungjawa kepada kepala Staf LPI. LPI bedidaawah komando Imam
besar. Imam besar dalam jabat@aofficio Ketua Umum, Wakil Imam dipegang
Sekretaris Jenderal ex-officio. Penggemblengarkaklan dalam bentuk lahir dan
batin, penggemlengan batin dapat dilakukan secangstng maupun tidak.
Penggemblengan batin dilakukan melalui pendidikdkeagamaan yang kuat,
sementara penggemblengan fisik dilakukan secaensii melalui bela diri

kungfu, silat maupun karate.

LPI dilengkapi dengan persenjataan khusus, yaituupgan dan beberapa
senjata tajam. Organ untuk memberantas kemaksimitadipimpin oleh seorang
Panglima. Inspirasi awal yang melatarbelakangiymed pembentukan Laskar FPI
adalah terjadinnya peristiwa insiden berdarah Katgmpada 1999. Praktik operasi
pemberantasan kemaksiatan ini, yang dilakukan pkta anggota Laskar FPI
dalam jumlah yang terkadang mencapai ratusan orasjganjutnya telah
menciptakan image FPI sebagai satpam jalanan dimasyarakat umum. Dalam
sekali aksi, biasanya laskar ini memecah dalamrbpbeFront untuk menuju ke
sasaran yang berbeda. FPI juga membentuk satu pelobesar yang dalam satu
malam berkeliling bersama untuk menghancurkan satpat kemaksiatan yang
lain. Dalam perspektif FPI apa yang dimaksudkangdentindakan kemaksiatan
adalah hal-hal yang terkait dengan perjudian, maruikeras dan pelacuran. Tiga
dosa inilah yang kemudian menjadi agenda kerjaupegan FPI dalam rangka

menegakkan ajaran Islath.

% |bid, hal 42.
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FPI menyatakan dirinya berakidahlussunah wal jamaailang menganut
empat imam mazhab fikih, yaitu Hanafi, Hambali, fBydan Maliki, Secara
kultural mayoritas anggota FPI berasal dari kawadisionalis Islam yang memiliki
kedekatan dengan kultur Nahdatul Ulama, dan dgriedeonomi berasal dari strata
menengah ke bawah. Sebagian anggota yang turwalaerg dalam FPI memiliki
afiliasi juga dalam organisasi Islam moderat, segé¢ dan Jamiul Khair dan
beberapa kelompok keagamaan lain. Kedekatan klulke@gamaannya dengan
tradisi peribadatan yang hidup di kalangan Nahdatidma dapat dilihat dari

aspresiasi tokoh-tokoh FPI terhadap tasawuf.

Metode dakwah FPI dalah metode praktikid tijaniyah dalam rangka
membentuk karakter spiritual. Metoda dan praktikidvini diajarkan sendiri oleh
pejabat Sekjen FPI ketika itu, yakni Misbahul Angmeamimpin sebuah pesantren

dan seorang mursyid tarekat tijanfah.

Laskar FPI dalam melakukan razia anti kemaksidéamperjudian memiliki
prosedur. Prosedur inilah yang kemudian menjadikaskar FPI selektif dalam
memilih sasaran. Menurut Rizieq, FPlI mengkatagorieenpat kemaksiatan dalam
dua hal: pertama, ajang kemaksiatan yang diterimmsyarakat setempat. Dalam hal
ini umumnya masyarakat setempat memperoleh dan amdatkan sumber
hidupnya dari lokasi kemaksiatan tersebut, misalpggudian. Masyarakat tidak
merasa keberatan ataupun mengeluh bahwa daerathjaigan daerah perjudian,
prostitusi dan sebagainnya. Kedua lokasi kemaksiatang tidak diterima
masyarakat. Masyarakat mengeluhkan dan menentargn& beberapa alasan.
Keberadaan tempat-tempat kemaksiatan tersebugklingannya. Aksi-aksi razia
Laskar FPI diarahkan kepada kategori yang keduasi AlKakukan umumnya
setalah FPI menerima permohonan dari warga mastatetuk menutup pusat-

% pid, hal 41.
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pusat kemaksiatan. Dengan demikian sebenarnya BRYyah menindaklanjuti

aspirasi masyarakat.

Menurut Rizieq, jika ada permintaan dari masyardkBl tidak serta merta
merespon dengan langsung melakukan razia. Tetapad prosedur dan tahapan
hukum dipenuhi lebih dahulu dengan cara mengadk&pada Polisi dan menuntut
aparat sendiri yang bertindak sigap untuk menubkpdi-lokasi kemaksiatan yang
ditolak warga. Selain itu, surat peringatan juddroin kepada Bandar dan pemilik
tempat maksiatan yang bersangkutan. Setelah benmagedur telah dijalani dan
aparat tidak merespon secara aktif, maka ratusggoten Laskar FPI diturunkan

untuk menegakkaamar ma’ruf nahi mungkadengan carat-caranya sendfri.

FPI merupakan organisasi yang cukup terbuka daak tdemberlakukan
ketentuan-ketentuan khusus dan ketat bagi siapayaap ingin bergabung sebagai
anggota. Beberapa ketentuan yang menjadi anggdtsdffgat longgar, syarat-
syarat yang dibutuhkan untuk bergabung dalam FPagsemana termuat dalam
anggaran dasarnya, antara lain beragama Ibkrakhlakul karimahtaqwa dan
istijgomah memiliki smangat jihad yang tinggi, dan warga arag Indonesia.
Keanggotaan yang bersifat umum, dalam FPI jugakadaggotaan khusus yakni
anggota FPI yang duduk sebagai anggota Majelis @&tma Badan Pengurus.
Persyaratan yang harus dimiliki anggota khusus, eneim lima persyaratan
sebagaimana berlaku untuk keanggotaan biasa, plassyhrat tambahan, yaitu

berani dan tegas, serta loyalitas tinggi dan msajuitmu syariat?

Keanggotaan FPI tidak diperlukan adanya bai'atse&husus. Menurut
Habib Rizieq, bai'at yang dilakukan FPI bukanladi’at kepada organisasi dalam
bentu ikrar. Ilkrar organisasi yang diucapkan danru$haberjanji akan

memeganngnya dengan teguh. lkrar anggota FPI bgrburbemi Allah, kami

27 \bid, hal 42
*® M. zaki MubarakOp.Cit, hal, 231.
? |bid, hal 231-232.
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bersumpah kepada Allah bahwa kami akan menegakiamn earuf nahi mungkar

semata-mata untuk mendapakan ridha Alléh

2.ldeologi

Ideologi FPI dapat dilihat dari dasar-dasar orgesirs/a. FPI singkatan dari
Front Pembela Islam memiliki, makna secara filssofpengertian Front
menunjukkn organisasi selalu berusaha untuk agkarisl depan dan memiliki
sikap tegas dalam setiap langkah perjuangan. Remberarti orgaisasi ini
berperan aktif dalam membela dan memperjuangké&nidgham dan umat Islam.
Islam, berarti perjuangan organisasi berdasarjaaralslam. Maksud dan tujuan
berdirinya FPI sebagaimana tang terdapat dalam @maggdasarnya berbunyi, “
MenegakkarAmar Ma'ruf Nahi Munkar’. Amar ma’ruf berarti mengajak dengan
hikmah (ilmu dan amal), berdiskusi dengan yang.lddahi munkar dijalankan
dengan mengutamakan dengan tegas dengan mekggutekuatan /kekuasaan
bila mampu. Apabila langkah pertama tidak mampungganakan lisan/pena,
kedua kedua langkah itu tidak mampu, menggunakdnyhaag tertuang dalam
ketegasan sikap. Pedoman organisasi FPI sebagater@aatum dalam AD/ART
FPI berbunyi “Allah SWT tujuan kami, Jihad adalatiap hidup kami, Syahid
adalah cita-cita kami”. semboyan organisasiduplah secara Mulia atau matilah
secara syahid’ FPI menyatakan organisasinya berazaskan Islamdeoéogi
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. FPI mdmayataganisasinya sebagai
organisasi keagamaan atau organisasi non-polgbagai organisasi non- politik,
maka FPI menempuh jalurnya sendiri untuk tidak filexsi dengan partai politik

manapun®!

%0 pid, hal 229-230.

*1 Ali Purnomo,Fop.Cit, hal, 34-35.
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Dalam bidang ibadah, dakwah, FPI berkeinginan ka#tk menjalankan
syariat Islam secara istigamah , dan membentulaglitdarimh disegenap lapisan
masyarakat. Bidang kenegaraan atau hubungan lugering=Pl berkewajiban
berperan secara aktif dalam mempersatukan negg@a yang mayoitas
penduduknya beragama Islam. FPI menyebut negaaaeon-muslim sebagai
kafir, meskipun begitu FPI wajib menjaga hubungaikiya selama tidak masuk

katagori kafir harbf?

Terdapat empat klasifikasi hukum syariat dalam pagdn FPI yaitu
hukum syariat perorangan, hukum syariat rumah @ndggkum syariat sosial
ekonomi kemsyarakatan dan keempat hukum syariatnegara, syariat yang tidak
bisa dilaksanakan kecuali dengn kekutan negarh,inhasebagaimana yang

diungkapkan Habib Rezieq:

Hukum syariat diklasifikasi menjadi empat yaitd;) (Ahkamul Fardi,
hukum syariat perorangan, seperti pengucapan dimatasyahadat, shalat, zakat,
puasa dan haji; (2) Ahkamul usroh, hukum syariatmBu tangga, seperti
pernikahan, perceraiaan, wasiat dan waris; (3) Ahktaviujtama, hukum syariat
sosial ekonomi kemasyarakatan seperti pendidikeonami, asuransi, perbankan,
budaya adat istiadat dan maslah muamalat lainmy)aAllkamul daulah, hukum
syariat tata negara yaitu hukum syariat yang bikkshnakan dengan kekuatan
negara seperti gisas, hudud, hukum dan hubungemasionaf’

Pejuangan FPI untuk menumpas berbagai kemaksiata gipenuhi oleh
tindakan yang bersifat fisik dan konfrontatif, panburan tempat maksiat,
pengrusakan kafe dan sebenarnnya bukan merupakassasanya jalan yang
ditempuh FPI. Gerakan lainnya dalam bentuk mengpasukan dalam konflik
Poso untuk membantu umat Islam. FP1 merupakan elsmeg paling aktif dalam
menuntut segera dibuat Peraturan Daerah (Perdajeanaksiatan. FPI sepanjang
tahun 2000 hingga 2001 telah berkali-kali melanaarkksi unjuk rasa ke DPRD
DKI Jakarta untuk segera membahas dan menetapkata Rati kemaksiatan.

32 M.Zaki MubarakOp.Cit, hal, 116-117.
¥ Habib ReziegHancurkan Liberalisme Tegakkan Syariat Is|alakarta, Islam Press, hal 186-190.
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Kegiatan lainnya menutntut pencabutan asas tunBgalcasila, pemberlakuan

kembali Piagam Jakarta dan melontarkan berbagayatan dan sikap politik.

3. Pemikiran Politik FPI tentang Negara dan Demokrasi

FPI memandang Islam dan negara tidak bisa dipisahkkegara atau
kekuasaan negara merupakan institusi untuk melaksansyariat Islam, karena
hukum dan syariat Islam hanya dapat dijalankan &kfuasaan negara. Bentuk
atau model negara yang dicita-citakan FPl adalah wpang disebut dengan
“Indonesia Negara Islam” (“INI") yakni negara Islayang harus diisi dengan
hukum Islam. Hukum Islam yang sudah bisa berjatlaaka wajib kita
menjalankan sepenuhnya, sedangkan yang belum dverjalajib diperjuangkan
penerapannya, tiada hari tanpa perjuangan syalgani°

FPI memandang Negara Indonesia adalah Negara ,Isddasannya
hukumnya hukum Islam, tapi belum sempurna. Hukumgyhelum sempurna
antara lain adalah belum berjalannya hukum pidama ¢hi masih bisa

diperjuangkan secara konstitusional. Hal ini selmagma yang diungkapkan Habib
Razieq:

“Bagi gerakan Islam sebenanya Indonesia secarareleyaupun defakto
sejak kemerdekaannya sudah menjadi negara Iskengad data dan fakta
antara lain (1) Pembukaan UUD 1945 tertulis “ at@smat Allah yang
maha kuasa” ; (2) sesui dekrit Presiden Soekarndulb 1959 bahwa
Pancasila dan UUD 1945 dijiwai Piagam Jakartagyaerintikan syariat
Islam; (3) mayoritas penduduk Indonesia dalai umsi&m; (4) semua
presiden dan wakil presiden yang pernah memimpioriesia dalai dari
kalangan umat islam. (5) sebagaian hukum islam g y@arkaitan dengan
perorangan seperti shalat, zakat, puasa dan &g berkaitan dengan
rumah tangga seperti nikah, thalag dan warisang Jy#erkaitan dengan
sosial kemasyarakatan berdakwah Islam bebas dnésik; (6) sebagaian
lainnya hukum Islam belum berjalan seperti hukudapa, maka tidak ada

* M. Zaki MubarakOp.Cit, hal 237.
% Habib RezieqOp.Cit hal, 159.
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larangan pemberlakuannya dalam konstitusi Indonessehingga
penerapannya tetap bisa diperjuangkan secara kmistial; (7) Sebelum
penjajah datang ke Indonesia sudah berdiri kerdjagagaan Islam yang
sampai saat ini masih tetap berdiri diseantero aNtasa walaupu
wewenangnya sudah dipangkas habis.

Bentuk Negara yang dikehendaki FPI Negara Khilaglamiyah atau
sistem pemerintahan Islam yang dipimpin seorangifkhaUntuk menuju kesana,
FPI mencita-citakan membangun apa yang disebut aterijlasyarakat Islam
Internasional” sebagai tandingan dari masyarak&driasional ala zionis dan
Salibis. Masyarakat Islam Internasional dapat dlalivdengan memfungsikan
OKI (Organisasi Konfrensi Islam) sebagai embrio &regKhilafah Islamiah. Dunia
Islam harus mampu menghapus semua sekat yary neanisahkan mereka
selama berabad-abad, sebagaimana yang diungkapkbib HRezieq sebagai
berikut:

“ Masyarakat Islam Internasional dapat terwujud gden cara: (1)
membentuk parlemen bersama dunia Islam yang pgosakan tokoh-
tokoh Islam yang kredibel dan responsif mewaleigeri-negeri Islam
darimana mereka berasal; (2) mendirikan bank distaan yang bersih
dari segala bentuk ekonomi riba maupun praktedrbgnkan yang
eksploitatif dan kapitalitatif; (3) menyatukan matang seluruh dunia
Islam dan menjadikan sebagai alat tukar wajib i bagara manapun
yang berhubungan dagang atau bisnis dengan dstdm; (4)
membentuk masyarakat ekonomi Islam yang mengadini kerjasama
antar negara Islam sekaligus sebagai bentengkprotbagi semua
produk dan komoditi dunia Islam dari ancaman phsaas masyarakat
Internasional; (5) membangun pakta pertahanan Islgamg menjadi
wadah kerjasama di bidang militer, strategi, pgetaan dan
pertahanan antar dunia Islam, sekaligus menjddiiglunia yang siap
melawan bentuk kezaliman dan kejahatan kemanusiaatuk
menciptakan kedamaian dunia seutuhnya; (6) memipangusat
antarikasa Islam yang mengatur sendiri komunikasiidformasi satelit
dunia Islam, serta memprotek negeri Islam dariakegoentuk
penyadapan, penyusupan dan invasi gelombang koasinikdan

* Ibid, hal 158-1509.
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informasi yang dilakukan musuh Islam; (7) menjadikbahasa arab
sebagai bahasa resmi dunia Islam dan menjadikakuryjeulum wajib
bagi setiap sekolah seluruh negeri Islam; (8)apethuslim bebas ke
negara Islam manapun yang diinginkannya tanpa epr&esimigrasian
yang rumit dan melelahkan, dan setiap negara Islamempermudah
proses asimilasi antar warga negara Islam; (9) maeigun pusat nuklir
Islam untuk kedamaian dan perdamaian; (10) megadMakah dan
Madinah sebagai kota suci internasional yang lepas kekuasaan
politik pihak manapun, sekaligus sebagai pusadadran Islam yang
seluruh negara Islam ikut andil dan bertanggungipwdalam
pemeliharaan, negara Arab Saudi bisa menjadi uppmgpaknya.®’

FPI menolak sistem demokrasi atau dengan sembOldam yes,
demokrasi no”, dengan alasan antara sistem Islam dakmokrasi memiliki
perbedaan yang sangat besar dan fundamental. ed@ar itu menurut Habib

Rezieq yaitu®®

Islam Demokrasi

1 Sistem Islam berasal dari sumber llat®jstem demokrasi berasal dari sum
karena datang dari wahyu Allah yang Mahasan karena datang dari akal manusic
Agung dan Maha Suci sehingga bersjfgang lemah dan penuh kekurangan,
sangat sempurna, sistem Islam hukum daghingga sangat tidak sempurna, hukum

Allah untuk manusi. dari manusia untuk manusia.

2 Dalam Islam wajib digunakan hukum AllakVajib  digunakan  hukum  suara
SWT, karenanya dalam hukum Islam tundukrbanyak dan tidak tunduk kepada
kepada Alguran dan As-Sunnah Alguran dan As-Sunnah.

3 Tidak dipisahkan agama dan negamjpisahkan agama dan nega

karenanya Islam menolak pemahaman sek demokrasi lahir dari pertentangan
dan segala bentuk sekularisasi dalaengan agama , mengusung sekularisas

berbangsa dan bernegara. dalam kehidupan Dberbangsa dan
bernegara.
4 Standar kebenaran adalah akal sehat y&@alam demokrasi standar kebenaran

berlandaskan syariat, dalam Islam baik buraklalah akal sakit yang berlandask
sesuatu ditentukan syariat dan wajib diterjrhawa nafsu kelompok terbanyak.
akal sehat.

5 Dalam Islam tidak sama suara ulama dendaalam demokrasi suara semua orang
suara awam, antara suara orang saleh dengmma ulama dan koruptor, guru dan
suara orang jahat, dalam Islam hanya orgpgjacur, santri dan penjahat pejuang dar
baik yang diminta pendapatnya dan dinjlgecundang, pahlawan dan bajingan tigdak

*Ibid, hal 200-201.
*#bid, hal 154-155.
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suaranya. ada beda nilai suaranya.
6 Musyawarah hanya menghagkan yang |naglam demokrasi membolehk:
dan membathilkan yang bathil. menghagkan yang bathil dan
membathilkan yang hag.
7 Asal usul Islam sudah dimulai sejak Nalllemokrasi baru ada zaman Yunani

Adam As, sistem Islam sempurna di zamatuno, tapi baru muncul pasca pasca
Nabi Muhammad SAW sesuai dengan kai(¢ revolusi kebudayaan Perancis pada
dan tatanan kehidupan pribadi, berkeluargahun 1789 M, hingga saat ini tidak
bermasyarakat dan bernegara  yapgrnah sempurna.
dipraktekkan bersama para sahabat.

Beberapa kelelamahan demokrasi dalam pandangaarf&h lain adalah
pertama,one man one votdalam sistem demokrasi telah memberi peluang pada
kaum borjuis untuk membeli suara rakyat, hingget barkuasa mereka berlomba
mengeruk kekayaaan untuk mengembalikan modalshbelia, sekaligus mengais
keuntungan sebesar-besarnya, demokrasi merupakarbesumalapetaka dan
kehancuran. Kedua, soal musyawarah mufakat, sistemokrasi hanya omong
kosong, inti demokrasi suara terbanyak, bukan nwasgh mufakat. Selain itu
musyawarah dalam demokrasi bisa menghalalkan yargnmh dan bisa pula
mengharamkan yang halal. Sistem demokrasi dengara sierbanyak boleh
perkawinan sejenis (homo dan lesbi), lokalisasaq@&lan, legalisasi perjudian,
sebaliknya sistem demokrasi dengan suara terbany@ka melarang jilbab,

pembangunan masjid dan sebagaitiya.

FPI menolak sistem demokrasi, alasannya adalah kiasio yang
berkembang saat ini di Indonesia dengan sistesr man one votesama artinya
memberikan bobot yang sama antara satu suara geol@ma dengan satu orang
suara pelacur. Menurut hukum Islam, mekanisme ydegikian tidak dapat

diterima. Dalam konsepsi Islam, orang yang berilpgngetahuan atau seorang

* Ibid, hal 151-152.

30



31

ulama, memiliki kedudukan khusus yang tidak dajsdrdakan dengan masyarakat
awam. FPI tidak ikut serta dalam Pemilu 1999, glipun yang dihasilkan Pemilu
tersebut , FPI tidak merasa perlu mentaatinya, ipeskdipilih melalui suara
terbanyak. FPI tidak bersedia memberikan legitimkeaiena pada Pemilu tersebut
memunculkan dua pemimpin cacat moral, fisik danr'sfam, Dalam Pemilu

tersebut anatara suara alim ulama dengan suapéiaitung sama.

B. Majelis Mujahidin Indonesia (MMI)
1. Organisasi

Majelis Mujahidin Indoneisa (MMI). Perkumpulan indideklarasikan
melalui sebuah kongres yang dilangsungkan padgg#rb-7 Agustus 2000 di
Yogyakarta. Semangat dasar yang melatari diadakakoggres MMI diilhami
yakni untuk mendzahirkan syariah llahi dan dilataleh kesadaran akan
pentingnnya menyelaraskan langkah perjuangan unmtekuntaskan persoalan

krisis dan krusial keumattan maupun kemanusiaaty {ggaknya Syariah Islaffi

MMI berdiri bertepatan waktunya dengan makin metyaskonflik antar
agama di daerah Maluku dan sekitarnya. Konflik yaemgs berlangsung tanpa
henti ini telah menyulut kemarahan beberapa elerskam garis keras terhadap
pemerintah, apalagi berita semakin benyaknya kosarg berjatuhan di pihak
muslim tambah santer terdengar. Kemarahan yangspmliegikan kelompok-
kelompok Islam ini pada tahapan selanjutnya medproereka untuk memobilisasi
relawan muslin untuk turut campur dalam konflik gasedang berlangsung. Pada
fase inilah hubungan antara pemerintah dan sebdgiamgan Islam, terutama

elemen-elemen radikal, berada dalam titik palinglad.

“Irfan F Awwas, (PenyuntingDp.Cit hal 23-24.

31



32

Tokoh- tokohnnya MMI antara lain adalah Irfan Sargdi Awwas dan
Shobiran Shakur (selanjutnya menjabat Ketua darrefels Tanfidziah MMI)
yang merupakan bekas tahanan politik Darul Islaatopok muda bekas tahanan
politik inilah pengagas utama bertemunya para tokslam yang radikal di
Yogyakarta tersebut. Konseptor lain dari kongrasamalah Muhammad Thalib,
seorang penulis pemikir keagamaan ortodok yangykaduktif. Tokoh lainnya

adalah Abu bakar Baasyir.

Irfan S.Awwas bukanlah sosok yang asing di kalanbakas tahanan
politik Islam, setidaknya ia telah cukup lama mgkink di berbagai penjara sampai
akhirnya ke Nusakambangan selama beberapa tahibat déegiatannya yang
dianggap subversive oleh pemerintahan Orde Bara padengahan tahun 1980-
an. Irfan merupakan bagian dari link kelompok Sgkng berada di bawah
kepemimpinan Abdullah Sungkar dan Ba’asyir. Hubungalam rantai gerakan
radikal ini terjalin oleh karena Irfan sendiri papleriode awal hingga pertengahan
tahun 1980-an turut aktif dalam gerakan NIl kelok@wmlo yang dikomandoi dua
tokoh spiritual tersebut. Tokoh lannya yaitu AgDsvikarna, yang menjabat
sekretaris Lajnah Tanfidziah MMI, sebelumnnya telalembentuk Laskar
Jundullah. Laskar inilah yang sebenarnnya merupk&bmmpok pemula yang turut
melibatkan diri dalam konflik di Maluku dan kemundlidi Poso. Para relawan yang
direkrut oleh Laskar Jundullah berasal dari orara;@ Maluku sendiri dan orang-
orang Makassar yang sedang belajar di daerah kaefisebut. Laskar Jundullah
telah berdiri dalam bulan-bulan pertama konflikvhluku berlangsung, pada awal
tahun 1999. Dengan demikian sebelum berdirinya MMiskar Jundullah telah
terlebih dulu terbentuk.

Tokoh MMI yang popular adalah Abu Bakar Ba,asyigd@ tahun 1971,
Ba'asyir bersama Abdulah Sungkar mendirikan pesan&l-Mukmin di Ngruki,
Surakarta. Belakangan pesantren itu lebih populaebdt Pondok Pesantren

Ngruki. Abdulah Sungkar sendiri usiannya satahuhld¢ua dari Ba'asyir, dan
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sama halnya dengan Ba’asyir, Abdullah Sungkar bémari keluarga pedagang
berdarah Yaman*' Dalam hubungan antara keduannya, baik sebagaielmag

pesantren maupun sebagai sesama aktivis yang akrgatam NI, Abdullah

Sungkar merupakan senior Ba’'asyir. Karier Ba’asiglam gerakan Islam radikal
telah menonjol di era tahun 1970-an, atau setidakaybersama-sama Abdullah
Sungkar, telah muncul dalam barisan tokoh utamas&jlk periode 1976 di bawah
komando tertinggi poros Adah Djaelani Tirtaprajadaf Djaelani sendiri yang
membaiat Ba’'asyir dan Sungkar untuk masuk lingka¥din Dalam serangkaian

aksi “sapu bersih” terhadap kelompok-kelompok radilslam yang dilancarkan
pemerintah Orde Baru pada pertengahan 1970-an, tgakgnal dengan peristiwa
Komando Jihad, nama Ba’asyir maupun Sungkar betatdan daftar mereka yang
ditangkap oleh aparat keamanan. Ba’asyir dan Sungliaupakan bagian dari
sekitar 700 orang yang dianggap bagian dari kelémp@mando Jihad,

sebagaimana dinyatakan Sodomo kala itu, yang berliasngkus.Setelah

meringkuk di penjara selama kurang lebih 4 tahajakstahun 1878, kasus Ba’asyir
dan Sungkar mulai disidangkan pada tahun 1982 wijdtBlan Negeri Sukoharjo.
Dalam peristiwa persidangan itu muncul nama lalvu Bakar Ba'asyir yakni

Abdus Somad. Ba'asyir dan Sungkar dikenai dakwadathtmelanggar UU No
.11/pnps/1963, yakni dakwaan yang umumnya ditujukapada mereka yang
dituduh sebagai anggota Komplotan Komando Jihad yarenentang pemerintah

dan ingin mengganti dasar negara Pancé&sila.

Secara struktur kepengurusan organisasi, MMI metakdéembaga ahlul halli
wal aqdi(ahwg), yang diketuai Abu Bakar Ba’'syir yang sekaluguenpabat Amirul
Mujahidin. Dewan Tanfidziah (eksekutif) diketuaiebl Irffan S Awas. MMI
membentuk lascar khusus yang berperan mendekagsifuamiliteran. Sayap inilah

yang diharapkan menjadi garda depan pengawal péakban syariat Islam.

*ES SoepriadiNgruki dan Jaringan Terorismdakarta: Al-Mawardi Prima, 2003, 31-43.
*? Irfan Suryahardi AwwaDakwah dan jihad Abu Bakar BaasyYogyakarta: Wihdah Press,
2002, hal 12-13.
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Keberadaan lascar-laskar penegak syariat Islambémada dibawah komando
departemen askariyah (gism askariyah), yang menildberapa kewenangan ,

antara lain®

a. Membentuk asykar Mujahidin/hawariyyun yang senaatiédad. Ribath
wal jihad menegakkan syariat Islam dalam berbagai medagjuan

b. Membentuk jaringan pasukan Mujahidin penegak siaria

c. Mengkordinasi pasukan pengawal syariat yang setap bisa digerakkan
dan;

d. Mengkonsolidasi laskar-laskar penegak syariat husewilayah.

Setiap anggota MMI harus mengucapkan “ikrar keantidgerdiri dari 5 pasal
yang harus diucapkan dan diamalkan oleh siapaysajg ingin masuk menjadi
anggota MMI. lkrar kesetiaan anggota Majelis Mugliindonesia yang harus

dilafalkan tersebut berbun$f:

Bismillahirroahmannirrahiim

Sesungguhnya kami, anggota Majelis Mujahidin, darnighlas dan mengucap

ikrar, bahwa dengan pertolongan Allah kami siapukint

1. Memperjuangkan penegakkan syariat Islam dalam kel pribadi,
keluarga, masyarakat, bangsa dan negara;

2. Melaksanakan perjuangan penegakan syariat Islacegerkan kitabullah
dan sunnah Rasullullah SAW yang sahih;

3. Mengutamakan perjuangan penegakan syariat Islamatadi kepentingan
pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara;

4. Memperjuangkan penegakan syariat Islam dimanapom karada dengan
harta dan jiwa selama hayat di kandung badan;

5. Membantu setiap perjuangan penegakan syariat Islaimkaum muslimin
di belahan bumi dengan segenap kamampuan yangnkaikii

Demikian ikrar ini kami ucapkan, semoga mendapatkdimo dan berkah dari
Allah SWT Amin.

3 Irfan. F AwwasOp.Cit, hal 181.
* Irfan F. AwasOp.Cit, hal 180.
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Sistem kaderisasi MMI menggunakan dua sistem yagiem Tandzim jam’i
(organisasi masyarakat) dan sistem pondok pesanteadam sistem tandzim jam’i
harus mempunyaimanhaj (metode) pembinaan umat Islam jelas dan terencana
dalam mendidik anggota untuk menanamkgmah sahihahsesuai pemahaman
salafussaleh dan untuk menyburkatashawwur(perspektif) yang benar terhadap
pengertin dienul Islam dan menumbuhkan cita-cithagu serta mati syahid.
Materinya antara lain adalah meneganal Allah, paran dua kalimah syahadat
dan perkara yang membatalkannya. Pondok pesanterapakan benteng umat
Islam selama pembinaaan para santrinya dilakkaandengan sehat dan
memenuhi tuntunan Algur'an dan Sunnah. Pembipaaa santri harus diarahkan
kepada menumbuhkan jiwa dan ruh untuk meninggikafimatullah dan harus

ditumbuhkan suasana keikhlasan semata karena. Alla

Maksud dibentuknya organisasi adalah sebagai usah& menyatukan
segenap potensi dan kekuatan kaum muslimin (mujghid Sedangkan tujuan
dinyatakan sebagai ikhtiar bersama-sama menegaikarah Islam dalam segala
aspek kehidupan terutama dalam aspek pemerintabaimgga akhirnya tauhid lah
yang menjadi asas dan syariah Islam menjadi rujaikiaggal sistem pemerintahan
dan kebijakan kenegaraan secara nasional maupemnational. Kalau umat Islam
mengiginkan terbebas dari segala bencana maka pleksn syariat Islam adalah
solusinya . Tidak ada cara lain untuk memperbaiksik moral, politik dan
ekonomi kecuali penegakan syariat Islam. Konstruksemikiran yang
menempatkan syariat Islam adalah solusi bagi searaag. :Apabila bangsa
Indonesia benar-benar ingin terbebas dari segaleab@ yang menimpa negeri ini,
tidak ada cara lain, kecuali bertakwa kepada Aliiimgan cara melaksanakan
hukum Allah, memberlakukan syariatnya dalam kehaaupribadi, masyarakat dan
negara. Beberapa bentuk gerakan MMI antara laifeldzergabung dalam MMI

yang turut memobilisasi dan memimpin lascar-laskdam di daerah-daerah

* Fauzan F. AwaQp.Cit, hal 5-64.
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konflik, baik di Maluku maupun Poso. Sebagai wujddkwah dalam bentuk
perjuanganjihad fi sabilillah. Kedua, dalam menghadapi serang Amerika ke
Afganistan, MMI menyerukan kepada umat Islam dalzntuk berdoa kepada
Allah serta membantu secara nyata baik harta omagiva untuk membantu
rakyat Afganistan menghadapi konspirasi terorismeunk kafir. membuka

pendaftaran mujahidin ke Afganistin

3. ldeologi

Ideologi MMI, tertuang dalam “Piagam Yogyakartashaongres Mujahidin I.
(1) Wajib hukumnya melaksanakan syariat bagi usilatr di Indonesia dan dunia
pada umumnya; (2) menolak segala Ideologi yangbtmgan dengan Islam yang
berakibat syirik dan nifaq serta melanggar hak-asé&si manusia; (3) membangun
satu kesatuan shaf Mujahidin yang kuat, baik damlahegeri, regional maupun
International; (4) Mujahidin Indonesia membentuk jeha mujahidin menuju
terbentuknnya imamah khilafah/kepemimpinan kuail i dalam negeri maupun
dalam kesatuan umat Islam se dunia; (5) menyeradeefpaum muslimin untuk
menggerakkan dakwah dan jihad di seluruh penjumiaddemi tegaknya Islam

sebagarahmatan lil alamin®’

Cita -cita MMl terlihat jelas yakni menegakan sghfslam secara Kaffah baik
di Indonesia maupun di dunia pada umumnya menygausara Islam. Pengertian
syariat Islam dimaksud adalah taat secara muiiddk mengajukan tawaran dan
pilihan lain, menerima dengan lapang dada tanpa keleratan seditpun dalam

hati*® Sebagaimana dikatak Baasyir.

“Syariat Islam dalam bentuk ibadah dalam pengential saleh. Syariat Islam
harus dijalankan mulai dari aspek ubudiyah mahdbgtberti shalat, puasa,

*® Fauzan Al-AnsyariQp.Cit, hal, 88-89.
*“"Ibid, hal , 65-67.
8 Fauzan Al AnsyariQp.Cit, hal 143.
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zakat, haji dijalankan menurut syariat. Sistem ekoin penataan masyarakat,
mengatur negara seperti praktek kenegaraaan pemtemharus menurut
syariat Islam. Dasarnya adalah Alquran Albarah Ag&tYang berbunyi: “Hai
orang-orang yang beriman  masukklah kamu ke dalaaml secara
keseluruhannya, dan jangnlah kamu mengikuti lamd&agkah syaitan”.
Pengertian ibadah adalah suatu nama yang melipatisaja , baik ucapan
maupun perbuatan lahir dan bathin yang disukeh élllah SWT. Pengertian
di ridhoi Allah SWT mengandung maksud sepanjang gikemi pimpinan
syariahnya yakni Al-quran dan Assundfi "

Beberapa alasan perlunya penerapan syariat Isaanaskltaffah khususnya di
Indonesia antara lain karena umat Islam di Indeneserupakan mayoritas dan
lainnya sebagai solusi karena bangsa Indonesia akamakin hancur tanpa
penerapan syariat Islam dalam kehidupan berbangsabernegara. Sebagaimana

yang jelaskan dalam mukadimah hasil Konggres MMI.

Umat Islam Indonesia sebagai penduduk mayoritastlakdi negara ini,
mempunyai hak dan kewajiban mengamalkan dan na&kag syraiat Islam
sebagai konsekwesi agidah yang diyakininya. Sydslatn sebagai satu-satunya
solusi terhadap semua krisis sosial, politik dam&eusiaan yang menimpa umat
manusia. Dengan demikian penegakkan syariat Ist@mus menjadi yang pertama
dan utama dari seluruh perjuangan aktifitas kaunslimin, kehancuran bangsa
akan semakin dekat tatkala mereka semakin jauh peéagamalan syariat Islam

secar khaffah (menyeluruff).

MMI menganut duananhaj perjuangan, yaknberdakwahdan jihad fi
sabilillah. Aktivitas dakwah berarti usaha untuk menjelaskakikat Islam dan
kewajiban-kewajiban untuk menegakkan syariat Iskiegiatan ini biasa dilakukan
para aktivis MMI melalui kegiatan tabligh di berlaagdaerah. Sedangkan
pengertianmanhajjinad fi sabilillah dipahami sebagai berjuang dengan semangat
tinggi dan kesediaan untuk mengorbankan harta idanguna menghadapi segala

bentuk tantangan fisik dalam rangka melindungi dakwlan mengawal tegaknya

* Ibid, hal, 52-54.
*0\bid, hal, 66.
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syariat Islam. Pokok persoalan utama yang selauogtiat dalam dakwah adalah
syariat Islam. MMI menyakini sepenuhnnya bahwa reélukaum muslimin di

Indonesia sesungguhnya tidak ada yang menolak lakiodiannya syariat. Pola
perjuangan yang ditempuhnnya melalui aliansi &gasgig Aliansi ini dimaksudkan

untuk menyatukan kelompok-kelompok Islam yang aBanyatuan berbagai
gerakan Islam ini dinilai sebagai keharusan berttasaajaran Islam yang melarang
adannya berbagai macam kelompok datiagah dalam Islam. Adanya berbagai
firgah dalam Islam dianggap akan memperlemah barisam islasendiri yang saat

ini dalam kondisi lemaft

Mengapa syariat Islam dapat menjadi obat mujaralmg yadapat
menyembuhkan segala penyakit sosial kemasyaraksghapnya tidak lain adalah
karena Allah yang akan memberikan jaminan dan jawabkrhadap segala keluh
kesah, problematika, dan krisis yang dihadapi umahusia. Allah Yang Maha
pembebas bukan manusia. Hanya kepada Allah lalesegsis dan kehancuran ini
diserahkan, dan Allah jugalah yang akan memberjgammban. Seorang muslim,
tidak mungkin menggantungkan harapan pada siapagan kecuali kepada Allah
azza wajala. Kepadanyalah kita mengadu dan memgbenolongan agar
dibebaskan dari seluruh krisis dan derita yang nuamnkita hampir-hampir tidak

berdaya lagi menghadapinya.

MMI memandang, dalam mewujudkan syariat Islam melakekuasaan
(sulthan), tanpa kekuasaan banyak syariah Allaig y@dak dapat diamalkan
sebagai realisasi ibadah, hal ini sebagaimana gamgkapkan Baasyir:

“Pelaksanaan syariah Islam dalam semua aspekdulqsm, dari urusan
pribadi, keluarga dan masyarakat, pelaksanaan semdo tidak mungkin
terwujud  kecuali adatamgin (kemantapan kedudukan dienul Islam)
kemantapan ini juga tidak mungkin terwujud kecuatla kekuasaan
(sulthan, sebab tanpa kekuasaan banyak syariah Allah Vidag dapat

> Irfan F Awwas,0p.Cit, hal 23-24.
*2M . Zaki MubarakOp.Cit, hal 217-218.
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diamalkan sebagai realisasi ibadah. Kita tidak rkimgnerealisasikan
syariah hudud dan gishas kecuali dengan kekuasaan, jadi tanpa adanya
kekuasaan, perintah beribadah tidak munkin diaamelecara sempurf.

3.Pemikiran Politik MMI tentang Negara dan Demokrag

MMI memandang antara Islam dan negara merupakaydmg tidak bisa
dipisahkan. Menegakkan syariat Islam memerlukanu&s#tan (sulthan), tanpa
kekuasaan syariat mustahil bisa diterapkan. Negdsaa institusi yang bisa
menyelenggarakan syariat Islam. Negara yang digiékan MMI adalah
Pemerintahan khilifah Islamiah pada sarnya mengamdyrinsip sebuah
pemerintahan dimana hukum-hukumnya berdasarkannihugiam secara khaffah.
Fungsi pemerintahan hanya melaksanakan sebahagj@mrhigkum-hukum Islam,

hal ini sebagaimana yang diungkapkan Baas}ir:

“terdapat dua system pemerintahan, ada pemerimtalséam dan
pemerintahan yang bukan Islanthgghut) Pemerintahan Islam berarti
pemerintahan yang menjalankan semua hukum-hukunamlsidan
melaksanakan hukum Islam secara khaffah. Pemeaimtdtaghut yaitu
pemerintahan yang hanya melaksanakan sebagian huglam saja,
menolak melaksanakan hukum Islam secara khaffam deenolak
menjadikan Algur'an dan As-Sunah menjadi satu-satusumber hukum.
Siapapun yang terlibat dalam pembuatan Undang-Undan mentaatinya,
maka mereka temasuk orang-orang kafir, karedia ntng kekuasaan
Allah, yakni hak menciptakan hukum/syariat untuk ngegur manusia.
Semua pihak yang terlibat dalam dalam menyusun hptilndang yang
tdak merujuk pada Al-Quran dan sunnah, sepertidBesRaja, Perdana
Menteri dan Ddewan Perwakilan Rakyat mereka telehjadi orang kafir
serta dinyatakan keluar dari golongan Islam.”

Negara khilafaahan/Imamah dibentuk dengan alasaenk kaum kuffar

berhasil meruntuhkan kekuasaan kekahlifahan Is&emenjak itu sampai hari ini

*3 Fauzan Al-AnsyariQp.Cit, hal,54-55.

**Ibid, hal, 66.
> M. Zaki Mubarak Op.Cit hal 306-307.
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umat Islam hidup bercerai berai di bawah pemerariakebangsaan. Akibatnya
mereka tertindas, hukum Islam dibekukan. Umat Isthihinakan dan kedudukan
dienul Islam goyah serta dilecehkan. Kondisi inpatadiatasi dengan tegaknya
kembali kekuasaan Islam.

Konsepsi yang dicita-citakan para aktifis Mujahidiidlonesia adalah jelas,
menginginkan terbentuknya suatu sistem pemerintdbi@miah yang dipimpin
seorang khalifah. Seluruh umat Islam wajib hukuamyptuk bernaung dalam
daulah islamiahtersebut. Dasarnyanya adalah hadist Nabi yangibgrls' Barang
siapa yang meninggal dunia tanpa terikat dengaat,babka kematiannya dianggap
sebagai mati jahiliyah”. Kekosongan kekuasaan dgrekimpinan telah dianggap

sebagai sebuah bencand.”

Cita-cita pemerintahan atau negara khilafah iarupakan tekad bersama
dikalangan para aktivis yang berhimpun dalam MMey#kinan inilah yang telah
dicoba untuk dilakukan oleh seorang mantan akbiggara Islam Indonesia (NII)
yang terlibat kasus subversif, teror Warman dan &aho Jihad pada awal 1980-
an. Sebagai konsekwensi dari kewajiban harus adkhgifah yang memimpin
umat Islam dalam khilafatul muslimin, sementaraadalkenyataannya terjadi
kekosongan kekuasaan, maka Abdul Qadir Baraja tetaimkan kepada seluruh
umat Islam umat manusia pendirian Jama’ah Kekfkia Kaum Muslimin
(Khilafatul Muslimin) pada 18 Juli 1997.

Orang-orang Islam dilarang keras hidup di bawalmeretahanThaghut
dan pemerintahamustabdil(pemerintahan yang mengganti hukum Allah dengan
hukum jahiliyah). Umat Islam yang terpaksa madgildup di bawah
kepemimpinannya, wajib berusaha melakukan bebéaagaah. Pertama, melawan

dengan tangan/kekuatan untuk mengubahnya menjadirkpinan Islam. Kedua,

*%|bid, hal, 304.
*’ Irfan F Awwas,Op.Cit hal, 24-25.
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bila belum mampu dengan tangan, melawan dengan. lisatiga, bila belum
mampu dengan lisan , mesti melawan dengan hatiti rmesawan dengan hati,

mengingkari dan menjauhi mereka.

Gerakan MMI di Indonesia dengan beberapa bentuk.nduleung
formalisasi penerapan syariat Islam ke dalam Peadouklan Batang Tubuh UUD
1945 yang memberikn hak konstitusional kepada ustamn untuk menjalankan
syariat Islam dan memberikan kebebasan kepada w@agaima lain untuk
menjalankan ibadah agamanya. MMI mendukung amaedetdUD 1945
berdasarkan syariat Islam, alasannya yang dikenamkk&rena UUD 1945 adalah
produk akal manusia yang tidak sakral, sehinggia pisesuaikan dengan tuntutan

zamarr?

MMI menolak demokrasi, yang diistilahkan dengamemokrasi sekuler’,
karena demokrasi sekuler tidak mengenal kontrohsiickan agama dan syariat
Islam. Demokrasi cenderung bersifat sekularitis danyak kelemahan. Praktek
demokrasi tidak dapat memberikan kemaslahatamdiédnidupan umat manusia,

tetapi menawarkan bencana. Hal ini sebagaimanakiyrkan Baasyir:

“Demokrasi sekuler yang dianggap sebagai modsters yang paling
baik di dunia dan ingin ditegakkan di Indonesenyata tidak mampu
memberikan ketenangan, rasa keadilan, dan rasa leepada manusia dari
segala bentuk teror dan ancaman hidup, baik pribeadipun masyarakat.
Atas nama demokrasi, bahkan keruntuhan moral d#gmarmerajalela
sehingga melahirkan kebobrokan sosial dan menyealoabgenyakit
kejiwaan. Munculnya berbagai ketegangan akibat pudasi politik
maupun perselingkuhan moral di kalangan para glgeguasa dalam
mengelola negara dan menjalankan roda kekuasaardgrapkrasi sekuler
memang tidak mengenal kontrol yang didasarkan pgdan agama:®

Alasan lainnya penolakan MMI terhadap demokrasialad dalam

prakteknya demokrasi kerapkali justru merugikan tunkslam. Beberapa contoh,

%8 Fauzan Al-AnsyariQp.Cit, hal, 88-89.
*Ibid, hal, 72
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ketika umat Islam menang dalam kompetsisi demaokramka dimanipulasi

sedemikian rupa. Kemengan Partai Islam FIS di Alfadalam Pemilu demokrasi
yang kemudian dibatalkan begitu saja. Merupakartotodemokrasi yang tidak
rela dengan kemenangan umat Islam untuk berkuassep@katan sekitar 90 %
masyarakat Sulawesi Selatan bagi pemberlakuanasylatam sebagaimana hasil
polling beberapa tahun lalu, tapi kemudian pemerintah rredapemberlakuan

Syariat Islam yang dikehendaki mayoritas war@emokrasi tidak konsisten
terhadap aspirasi umat Islam.

C. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)
1.0rganisasi

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), namanya mulai pausetelah reformasi.
Tokoh adalah Mustofa dan Abdurahman Al BaghdadidukBhman Al-Bagdadi
aktif dalam gerakan Hizbut Tahrir di Libanon. Padaun 1981 dia diajak oleh
seorang dosen Universitas Indonesia ke Indonesidulbdth bin Nuh dan
membantunya mengembangkan pesanteren Al GifaripkamPB. Ditengah
interaksi inilah Al Bagdadi memperkenalkan penahkirHizbut Tahrir kepada
mahasiswa IPB’ Abdurrahman al Baghdadi pada pertengahan 1980amukrke
Indonesia atas undangan KH Abdullah Bin Nuh, penmnpesanten al Ghazali di
Bogor. Aktivitasnnya sendiri sepanjang tahun 1980k&bih banyak terpusat di

kampus-kampus dan biasanya dilakukan secara seirdemiunyi.

Mustofa merupakan pelajar Indonesia di Yordania.YDrdania, ia ikut
aktif dalam gerakan bawah tanah Hizbut Tahrir .ikéepulang ke Indonesia pada
tahun 1982, mengajak para mahasiswa IPB untuk nréempekan Hizbut Tahrir di

 Tim Penulis HTIMenegakkan Syariat Islardakarta: HTI, 2004, 14.
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pesantern Al-Ghazali, Mesjid IPB dan di Rumah-rumatmahasiswa dengan

narasumber dia sendfi.

HTI secara organisasi bagian dari Hizbut Tahrirennasional yang
mempunyai perwakilan diberbagai Neg#r&eberapa Negara yang menjadi Pusat
HTI yaitu Jordania, Syria dan Mesir. Para tokommgyaktif di dalam gerakan
organisasi itu sendiri telah menjadi target pemtahimegara-negara bersangkutan
untuk ditangkap. Berbagai kesulitan yang menyepiaigerakan Hizbut Tahrir
diberbagai kawasan, berpangkal dari ideologi daia teerjuang yang dianggap
terlalu radikal, setidaknya usaha kudeta untuk rgelmggkan pemerintahan yang
tidak Islami, yang beberapa kali dilakukan kelompok HT sendiri semenjak
berdiri telah menyatakan dirinya sebagai gerakalitipyang bergerak melalui
jalur-jalur politik. Gerakan Hizbut Tahrir termas@atu diantara gerakangerakan
Islam radikal di Indonesia yang mulai naik daunsheraan dengan suasana
reformasi politik. Sebagai sebuah cabang dari pHsgiut Tahrir yang berada di
Timur Tengah, maka perkumpulan ini di Indonesia ameakan dirinya sebagai
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Keberadaan HTI pada saat ini telah cukup menyeblaertbagai kota besar
di Indonesia. Luasnya penyebaran HTI ini sekurangdipuktikan dengan telah
diselengarakannnya serangkaian diskusi publik bmertéselamatkan Indonesia
dengan syariat” di beberapa tempat di Jawa sepaklarta, Bandung, Bogor,
Semarang, Surabaya, Bandar Lampung, Medan, danakehtI| memiliki media
penerbitan organisasi yakni jurnal Al Waei dan é&udl Al Islam yang telah
menyebar luas di berbagai daerah di Indonesian@dresia, sentral kegiatan HTI

masih terkonsentrasi di perguruan-perguruan tindditivis HTI berasal dari

' M. Imdadun RahmaBp.Cit hal 101-102
®2 Ali Syuaibi Gills Kibil, Meluruskan Radikalisme Islgndakarta: Pustaka Azhari, 2004, hal , 142-
147.

43



44

mahasiswa, dan tokoh-tokohnya hampir selalu memik&terkaitan dengan

aktivitas di lingkungan universitas.

Basis HTI berada di kampus-kampus., seperti Instiartanian Bogor
(IPB), Universitas Pasjajaran, Bandung, IKIP Malangniversitas Airlangga,
Surabaya dan Universitas Hasanuddin Makasar. Padt isi, simpul-simpul
jaringan ini telah terbangun merata di banyak tengbalndonesia, antara lain
Jakarta, Bandung, Bogor, Yogyakarta dan Surabaya beberapa kota besar lain

di luar Pulau Jawa.

Metode dakwah dan perkaderan HTI mengacu padarsisan metode yang
ditetapkan Hizbut Tahrir®® HTI membuat membuat tiga tahapamarhalah.
Pertama tahap pembinaan dan pengkademsarh@lah tasqif pada tahap ini
membentuk kader-kader partai. kedua tahap interalesigan masyarakat (
marhalah tafaul maa-al-ummahpada tahap ini para kader partai diturunkan di
tengah masyarakat, mereka mencoba menjawab setiapatan yang ada dalam
masyarakat dengan pemikiran-pemikiran Islam. Hamapa masyarakat menjadi
sadar bahwa jawaban satu-satunya atas persoalaekanadalai Islam. Ketiga
tahapan pengambil alihan kekuasaamarhalah istilam al-hukim Masyarakat
setelah sadar, bahwa Islam mampu menjawab setiapgb@n mereka, harapannya
umat akan menuntut dilaksanakannya penerapan hidtam, sekaligus pendirian

negara Islani’

HTI merekrut aktivis dan membina mereka yang dillakukanseluruh
Indonesia melalui jaringan dakwah kampus. HTI jogalakukan berbagai forum
sosialisasi seperti pengajian, bagi mereka yangrierdisediakan training-training
yang disebutowroh dirosah IslamiyalSetelah mereka mengikuti training, mereka
akan mengikuti kegiatan politik pribadi yang dilatifan dengarharoqoh yakni

% M. Imdadun RahmaOp.Cit, hal, 115.
% Tagyuddin An Nabhani,Pembentukan Partai Politik IslarBogor: PTI, , 2002, hal 48-49.
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forum kajian yang diikuti oleh 10-15 orang anggog&stem rekruitmen HTI
mmemakai sistem stelsel, satu orang merekrut ubtukang. Sampai saat ini
marhalah tasqif masih belum sampai pada tahap sukses dan masilp taha
perkembangarf® Jumlah anggota dan simpatisan HTI belum signifiddranding
organisasi Islam lainnya . Dengan demikian pembinkader dan penyadaran
terhadap umat masih dalam tahap yang perlu tepesjdangkan., sehingga HTI

belum belum mencapai tahap akhir yakni pengamiailidwan kekuasaan.

Para aktivis HTI mengenai prinsip-prinsi dasar peagan tampaknya
tidaklah seketat dan sekeras ajara dasarnya, -karya Nabbani dan Abdul
Qadim Zullum, dua pedoman terpenting Hzbut Tahemjadi bacaan dan rujukan
utama para aktivis HTI. Tulisan-tulisan trsebutak terlihat revolusioner dan
berifat konfrontatif. Perkembangan HTI di Indonesampai saat ini masih
merangkak dalam tahapan pembinaan dan pengkaddahalah Tastqif. HTI
hingga sekarang lebih dapat dirasakan sekedar KRiggine pemikiran’ dari pada

sebuah gerakan Islam dengan aksi-aksi yang radikal.

HTI telah mengelar kegiatan fenomenal, yang cukupngesankan
sepanjang sejarah keberadaan Indonesia, yakni mi&keya pertemuan
international “konfrensi Khilafah Islamiayah” dikkata pertengahan tahun 2000
yang dihadiri oleh para peserta perwakilan Hizbalrir yang berada di berbagai
negara. Padahal ketika itu nama Hizbut Tahrir seddpelataran gerakan-gerakan
Islam Indonesia relatif masih hijau. Pertemuanrivggonal tersebut telah menjadi
semacam acara peluncuran Hizbut Tahrir Indonesiakumelebarkan sayapnya.
HTI gencar menyuarakan pemberlakuan kembali Piagakarta dan menolak
Presiden perempuaRl Tl menaruh perhatian pada isu kenegaraan, sqmétik,
maupun ekonomi. Aksi HTI misalnya menolak terhadagbijakan pemerintah

mengenai kenaikkan harga BBM tarif dasar listrikn dalepon. HTI juga ikut

% M. Imdadun Rahma®p.Cit, hal 117-118.
M. Zaki Mubarak Op.Cit, hal, 255.
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memprotes kebijakan pemerintah tentang kenaikagahBBM pada tahun 2004 —
2005.

2.ldeologi

HTI mencita-citakan tegaknya syariat Islam di Inésia.®” Syariat Islam
mengatur segala urusan tanpa kecuali, mulai danusia dengan penciptanya
dalam konteks agidah dan ibadah, semisal shlasgwakat, haji dan jihad
hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sepeldindairusan pakaian, pakaian
dan akhlak hingga hubungan manusia dengan sesamaeperti dalam urusan
pemerintahan , ekonomi sosial, pendidikan, politiar negeri. Syariat Islam
sesungguhnya meliputi keyakinan spirituafjilah ruhhiyah dan ideologl Politik
(Agidah siasiyyah®® Dalam brosur berjudul Mengenal Hizbut Tahrir dighan
bahwa tujuan Hizbut Tahrir melanjutkan kehidupdansdan mengemban dakwah
Islam ke seluruh penjuru dunia. Mengajak kaum rmuslikembali hidup secara
Islami dalam Darul Islam dan masyarakat Islam, dalal ini seluruh kegiatan

kehidupan diatus sesuai dengan hukum-hukum syara.

HTI mengajak orang Islam baik yang berada di vatayndonesia maupun
wilayah lain untuk memimpin jalan hidup Islami dalasuatu masyarakat dan
negeri yang berlandaskan Islam. Tujuan akhir osgeiini adalah kehadiran
masyarakat yang diatur oleh hukum-hukum Islam dgmpin oleh seorang
khalifah. Hal ini didasarkan argumentasi adanyks-teks Alguran yang
mewajibkan kaum Muslimin untuk menerapkan hukulants secara menyeluruh.

Menurut HTI syariat Islam diturunkan bukan hanyauknumat Islam melainkan

" Tim Penulis HTIOp.Cit, hal 1.
* Ibid, hal, 103-104.
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untuk seluruh umat manusia. Justru dengan syatanl kebebasan beragama dan
beribadah bagi-non Muslim akan lebih terjaminaga™

Penjelasan mengenai aspek-aspek syariat Islamasbeaar ini dianggap
sangat penting karena dalam pandangan HTI telaygkanuncul kesalahpahaman
masyarakat tentang syariat itu sendiri. Kesalahpahnainilah yang pada akhirnya
menyebabkan pandangan yang negatif terhadap gagesaberlakuan syariat
Islam. Pandangan negatif terhadap syariat Islanebdlskan beberapa faktor.
Pertama, masyarakat belum paham terhadap syaldan.|&edua, terjadi salah
paham masyarakat terhadap syariat Islam, dan keétggakutan akibat yang

dihembuskan oleh pihak pihak tertentu.

Sistem syariat Islam telah terbukti mengatasi sepgatsoalan umat manusia
kegemilangan kekuasaan Islam masa lampau sebagathyaaktikan pada zaman
Nabi, para sahabat hingga masa daulah Islamiyahhmaerdiri. Persoalan-
persoalan yang kini muncul sepertinya telah adaelseinya pada zaman
Rasulullah, para sahabat dan tabi'in dan dengan Islzan mereka telah terbukti
berhasil mengatasinya. Dalam sistem sekuler, Idtemya ditempatkan dalam
urusan individu dengan Tuhannya, sementara dalasanrsosial kemasyarakatan ,
agama ditinggalkan . Maka di tengah-tengah sistekularistik, lahirlah bentuk
tatanan yang lebih jauh dari Islam, yakni tatanikonemi yang yang kapitalistik,
prilaku politik yang oportunis, budaya hegemonikhklupan sosial yang egoistik
dan individualistik, sikap agama yang sinkretik dsistem pendidikan yang
materialistik. Krisis kehidupan terjadi sebagaibaitikerusakan yang ditumbulkan
oleh tindakan menyimpang (maksiat) manusia. Selairalah terbukti , bahwa di

tengah-tengah masyarakat dan bernegara, banydklsskaksiatan dilakukdh

%M. Imdadun Rahma®p.Cit, hal 145.
M. Zaki MubarakOp.Cit, hal, 320-312.
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Dalam pandangan HTI ada tiga pilar dalam menegakkanr Islam yaitu:
(1) ketagwaan yang tertanam dan terbina padapsetidividu, Islam telah
mendorong setiap muslim untuk selalu bertagwa kepgdthh SWT, dengan cara
menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nyasip dasar ini mampu
mendorong rakyat untuk selalu menjalankan periaiéh dan menjauhi larangga-
Nya. Dengan prinsip ini, penerapan syariat Islarsadjala bidang terwujud secara
alami dan pasti; (2) Kontrol pelaksanaan hukum otedsyarakat. Kemungkinan
ada orang mukmin yang melanggar aturan hukum ANédngatasi hal ini, Islam
telah mendorong masyarakat untuk melakukan korbkst terhadap individu,
masyarakat mapun negara; (3) Peran dan fungsiaegéam menerapkan hukum-
hukum Islam. Negara merupakan pilar yang sangatiqggnbagi terlaksananya
hukum-hukum Allah di tengah-tengah masyarakat. Ke@gaga berperan sebagai
pelaksana hukum, sekaligus pihak yang berwenangatoeRan sanksi pihak
siapapun yang melanggar aturan Islam. Negara jugatariggungjawab
menciptakan kesejahtraan dan ketentraman masyadalsstgala bidang. Negara
berkewajiban untuk meningkatkan taraf hidup danjemaim rasa aman masyarakat.
Meningkatnya kesejahtraan masyarakat dapat meradatmburuk masyarakat

untuk melanggar hukum Allaf.

3. Pemikiran Politik HTI tentang Negara dan Demokiasi

HTI memandang, Islam tidak bisa dipisahkan darilaamasalah negara,
pentingnya negara dalam rangka tegaknya syareih|skarena negara yang akan
menjatuhkan sanksi bagi bagi siapapun yang akaangeghr aturan. Negara juga
berfungsi untuk mensejahterakan dan ketentramagarasat di segala bidang.

HTI mencita-citakan sistem pemerintahan Khilifalatsiah yang dipimpin

seorang khalifah yang mewakili umat Islam dalam jalankan pemerintahan.

" Tim Penulis HTI,Op.Cit, hal, 103-104.
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kekuasaan dan penerapan hukum-hukum syariah. Hakadtena Islam telah
menjadikan  pemerintahan dan kekuasaan sebagak mitat. Untuk itu
diangkatlah seorang yang melaksanakan pemerinsgtaagai wakil dari uméat.
HTI melihat kaum muslimin di seluruh dunia wajibkimnya berada dalam satu
negara dan wajib hukumnya hanya satu khalifah ib&geka, dan wajib hukumnya

menjadikan sistem pemerintahan sebagai sistentuceta

Sistem pemerintahan Islam yang diwajibkan oleh ahufalam smesta
adalah sistem khalifah, diangkat melalui baiat asatkan kitabullah dan sunnah
rasul-NYA untuk memeintah sesuai wahyu yang diikam. Dalailnya adalah
Algur'an surat Al-maidah ayat , 48 yang artiny&drena itu putuskanlah perkara
di antara mereka menurut apa yang Allah turunkagan janganlah kamu
mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkbenean yang telah datang
kepadamu” Hadist yang menjadi dasafnySesungguhnya Imam/Khalifah itu
laksana prisai , tempat orang-orng berperang diadkeingnya dan berlindung

kepadanya”(R. Muslim)’

Struktur negara khilafah diambil dari strukturgaea khilafah yang
ditegakkan oleh Rasulullah SAW di Madinah setelalei hijrah ke Madinah dan
mendirikan Daulah Islamiah. Struktur negara Khaligalalah struktur yang sudah
dijalankan oleh Khulafaurasyidin setelah Rasahlullwafat. Struktur negara
khalifah dalam bidang pemerintahan dan administrediputi :(1) Khalifah; (2)
Muawin Tafwid (Wakil khalifah bidang pemerintahan(8) Muawin Tanfidz (
Sekretaris negara); (4) Amir Al-Jihad (Panglimagogy); (5) Wullat (pimpinan
daerh Tingkat | dan II); (6) Qadhi (hakim); ((7hdz Idari ( birokrasi umum); (8)

Majelis Al-Ummah’®

"2HTI, Struktur Negara KhilafahJakarta: HTI Press, 2006, hal 31.
% Ibid, hal 60.

"Ibid, hal 14-16

> Tim Penulis HT10p.Cit, hal, 160
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Wilayah yang layak menjadi kekhalifahan Islam hanssmenuhi empat
syarat yaitu; (1) kekuasaan negeri itu harus manaanya bersandar pada kaum
muslimin saja dan buka kepada salah satu negamadtati di bawah pengaruh
orang kafir; (2) kemanan bagi kaum muslimin djereitu dalai keamanan Islam,
bukan keamanan kufur, artinya pemeliharaan kemarexeka dari gangguan luar
dan dalam negeri berasal dari kekuatan kaum muséndiri sebagai sesuatu
kekuatan Islam semata; (3) negeri tersebut sedgsltam secara serentak dan
menyeluruh dan segera mengemban mengemban dakiaah (4) Khilafah yang
dibaiat harus memenuhi syarat-syarnatiqad meskipun tidak memenuhi syarat
afdaliyyah karena yang menjadi patokan adalah syarat-sy@mgad. Jika suatu
negeri memenuhi empat syarat tersebut berartiflhaielah terwujud, maka kaum
muslimin diseluruh dunia wajib untuk bergabungbalivah paniji khalifaf®

Kewenangan Khalifah yaitu; (1) Khalifah berhak meegpsi hukum-
hukum syariah untuk memelihara urusan rakyat, ddwrn tersebut harus digali
dari kitabullah dan Sunnah; (2) Khalifah adalah grggungjawab politik dalam
negeri maupun luar negeri. Khalifah juga memegaegekimpinan angkatan
bersenjata, memiliki hak untuk mengumumkan pessrta mengadakan pejanjian
damai, gencatan senjata dan seluruh bentuk pemanginnya; (3) Khalifah
memiliki wewenang untuk menerima dan menolak reegsing, khalifah juga

berhak mengangkat dan memberhentikan duta kauniming/

Melalui Daulah Islamiah inilah sistem Islam akarpaaditegakkan secara
menyeluruh. Khalifah yang memimpin seluruh umaarslidi muka bumi inilah
yang akan menghantarkan umat Islam yang kini tetpgecah dalam berbagai
bid’ah bangsa-bangsa dan negara nasional, menwju k&satuan umat yang
kembali ke era keemasannya sebagaimana ketikalslauia memimpin dunia pada

abad-abad yang lalu. Utopia revivalisme Khilafalartsah merupakan roh dalam

® Tim Penulis HT10p.Cit, hal, 161-162.
"THTI, Struktur Negara KhilafahJakarta: HTI Press, 2006, hal 64-65.
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spektrum pemikiran dan gerakan HTI. Semangat dasay meotivasi tagiuddin an
Nabhani untuk mendirikan HTI atau partai Pembebasin tidak lain ialah
keprihatinan atas keterpurukan yang dialami umatrsli dunia akibat runtuhnya
kekuasaan Khilafah Islamiah yang berada di Turkiepahun 1924

Negara pemerintahan yang idel adalah  pemerintaitian haruslah
berdasarkan kepada agidah Islam dan peraturan yaraku di dalamnya harus
sepenuhnya bersandar pada hukum yang berasal wlzanT aturan yang berasal
dari manusia tidak dapat diterima. Khilafah Islimmerupakan pemerintahan yang
ideal, dengan tegaknya institusi Khalifah Islamid@ukum-hukum Allah SWT
dijadikan sebagai pemutus perkara sesama wardamalim maupun non-muslim
(ahlu dzimmajh Khalifah Islamiah ini juga akan menyatukan negegeri Islam
yang kini terpecah-pecah menjadi 55 negara kecil-kian lemah menjadi negara
besar Khalifah Islamiah serta mengemban risalamlidte seluruh penjuru dunia.

Melalui dakwahdan jihadfisabilillah.”

Prinsip negara khilafah yang dimaksud HTI dalamnerapkan negara
Islam atau daulah Khalifah Islamiyah dalam kontéhkdonesia, upaya tersebut
dilakukan dengan mengajukan konsep perubahan atancemen Undang-Undang
Dasar 1945, dimana terlihat aturan-aturan yangukiiey HT| sejalan dengan
ideologi dan cita-citanya sebagaimana yang memjiedilog oragisasi ini semenjak

dibentuknya.

Pertama, negara berbentuk kesatuan, pemerintanbarituk kekhalifahan.
Kedua, Khalifah (kepala negara) tidak harus orbmtpnesia asli, muslim dan
laki-laki. Ketiga, Kedaulatan ada di tangan Allaflquran dan sunnah), rakyat
hanyalah pemilik kekuasaaan yang memberikannya deegdnalifah. Keempat.

wilayah Daulah Khilifah Islamiah mencakup seluruilayah di muka bumi yang di

8 Anthony Black,Pemikiran Politik IslamJakarta: Serambi llmu Semesta, 2001, bab 24.
7® Shiddiq Al Jawi, Memperbaharui Pemahaman IslamadteKitab Mafahim Hizb-Tahrir” dalam
Jurnal Al-Waei, No 75 Tahun VII-30 November 2006.
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dalamnya diterapkan hukum Islam dan keamanannyag lyarada dalam kekuasaan
kaum muslimin walaupun mayoritas penduduknya bukaslim. Daulah Khilifah
Islamiah yakni kepemimpinan umum bagi kaum muslidinserta mengemban
dakwah Islam ke seluruh dunia sebagai sebuah migsagan dakwah dan jihad.
Kelima, Warga negara Daulah Islamiah atau DaulaimlKah Islamiah terdiri dari
kaum muslimin dan non-muslim . Warga negara nonlimuadalah mereka dari

kalangan kafidzimmi®

HTI memandang demokrasi merupakan sistem kufurals@erkara yang
mendasar menjadikan kewenangan membuat hukum abeiathngan manusia,
bukan pada Allah Tuhan alam smesta. Demokrasi mkaupide yang haram yang
tidak boleh diambil apalagi disebarluaskan karesmdebtang dengan ajaran Islam.
Demokrasi mengandung prinsip mayoritas, belunuteetul dan dibenarkan oleh
ajaran agama, sebagai contoh perjudian, pelacadi@m penjualan minuman keras

tidak bisa dibenarkan hanya karena suara mayatitagislatif membolehkanny#.

Triologi kedaulatan dalam hukum Islam bukan bernblerdtokrasi maupun
demokrasi tapi sistem Khalifah memiliki beberapa dPertama hukum dan nilai-
nilai , norma bersumber dari Kitab Allah, Sunah RabBlya. Kedua, hukum
diterapkan oleh pimpinan yang dipilih oleh rakyéetiga, hukum ditujukan untuk
maslahat seluruh jagad r@hmatan lil alami). Sistem Islam berbeda dengan
teokrasi yang menganut prinsip dari penguasa-okefigyasa untuk penguasa.

Berbeda dengan demokrasi yang mendasarkan kepadappdari rakyat-oleh

80 HTI, Kritik Islam terhadap UUD 1945 dan Rancangab/ Islam Jakarta: Hizbut Tahrir
Indonesia, 2000.

81 Riza SihbudiOp.Cit hal, 273.
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rakyat —untuk rakyat. Islam berlandaskan kepadasyri“ dari Allah—oleh

rakyat—untuk rahmat seluruh aldfm.

Konsepsi demokrasi yang mendasarkan perbuatanmhylng berangkat
dari aspirasi rakyat kecacatan dalam demokrassetudiri. Produk hukum yang
dihasilkan pada akhirnya hanya mengikuti tingkaalikas kolektif masyarakat.
Kecacatan semacam ini tidak terdapat dalam Islarena hukum dalam sistem
Khalifah bukan berasal dari aspirasi kolektif maausnelainkan dari Allah dan
Rasul Nya. Tugas ulama Figh tidak lebih mengkagaimana implementasi aturan
tersebut. Konsep Islam berbeda dengan demokradsinddemokrasi merupakan

bikinan akal manusia sedangkan Islam bersumbemddryu Allah.

Sistem Islam jelas sangat berbeda dengan nilapdasip yang terkandung
dalam demokrasi. Status baik dan buruk atau botehtaiak , halal dan haram,
telah standar yang digariskan Allah, sehingga apdamleh dilakukan tidak dikenal
dalam sistem Islam. Kebebsan beragama, antara dasno#tan Islam sangat
berbeda. Orang yang sudah masuk Islam dengan isgadakan terkait dengan
nilai-nilai hukum Islam, jadi tidak ada kebebasamulk melakukan sekehendaknya,
termasuk kebebasan untuk keluar dari agamanya mwadad. Sanksi yang

diberlakukan pada mereka apabila tidak mau beruddat dihukum bunuh.

Kedaulatan dalam Islam sepenuhnya ada di tanglah,Adebagai pembuat
hukum, bukan di tangan manusia. Walau kedaulateadbepada Allah, kekuasaan
ada di tangan rakyat, karena rakyatlah yang bemmeakilih yang berhak memilih
penguasa. Namun hal yang membedakan dengan prdeipokrasi adalah,
pemimpin yang dipilih harus menjalankan amanat agkyemilihnya. Tetapi di
dalam Islam, penguasa atau khalifah yang dipilikyat tidak menjalankan
kehendak rakyat, melainkan melaksanakan dan merjagam Islam. Dengan

demikian mengaitkan aspirasi masyarakat denganakaini yang harus dilakukan

M. Zaki MubarakOp.Cit, hal 277.
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pemimpin terpilih, menjadi tidak relevan. Sebabatudhalifah memang bukan
menjalankan aspirasi rakyat, tetapi untuk menjaanisyariat Islam. Rakyat
melalui pemilihan khalifah tersebut telah menyemhkkekuasaannya kepada
Khalifah.

HTI menolak demokrasi baik dari aspek paham mauan aspek cara.
Aspek paham, karena kedaulatan hanya ada di taAgah, bukan manusia.
Aaspek cara, HTI tidak mau berjuang melalui pemitayena dalam format
demokrasi, pemilu dijadikan sarana pemilihan wedddyat di legislatif yang salah
satu fungsinya memproduk Undang-Undang. Menurut yig berhak membuat
hukum adalah Allah. Nasionalisme, sosialisme, kdipine dan demokrasi Islam,
semua itu adalah kekufuran. Karena demokrasi kuhaka umat Islam dilarang
terlibat atau berpartisipasi dalam proses-prosesiolleasi, seperti mengikuti
pemilihan umum dan lain sebagairfya.

8 Tim Penulis HTIOp.Cit, hal, 161-162.
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BAB V
PENUTUP

1.Kesimpulan

Organisasi salafi yang terwakili pada FPI, MMI, Hfierupakan gerakan
yang bertujuan untuk memurnikan ajaran Islam darb&gai penyimpangan yang
dipraktekkan umat Islam seperti bid’ah, atau mengk&an kuburan yang
dianggap orang suci termasuk juga praktek tasaafem@ ajaran seperti tidak
pernah diajarkan dalam ajaran Islam sebagaimang glaraktekkan pada para

sahabat, tabiin dan tabin-tabiin. Gerakan ini gpdisebut juga gerakan purifikasi.

Ideologi FPI, MMI, dan HTI menhendaki umat Islam skluruh dunia
berpedoman pada syariat Islam yang bersumber dgur’An dan Hadist dalam
kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pelaks&@wamat Islam merupakan
solusi atas berbagai krisis yang dihadapi bangdankesia khususnya dan umat

Islam pada umumnya.

55



56

Pemikiran politik FP1, MMI, dan HTI tentang Negdstam adalah antara Islam
dan Negara tidak bisa dipisahkan. FPI, MMI dan Hiiéncita-citakan sistem
pemerintahan khilifah Islamiah yakni sistem pemahan yang dipimpin oleh
seorang khalifah (pemimpin) umat Islam sluruh dwmduk menjalankan syariat
Islam. Syariat Islam dalam kehidupan bernegara @atapat dijalankan melalui

kekuasaan Negara, yang dijalankan oleh seorangdhal

Pemikiran politik FPI, MMI dan HTI tentang demokirasecara tegas menolak
sistem demokrasi, alasannya karena demokrasi ntengan dengan syariat Islam
dan hukum Islam. Sistem Islam bersumber llahi ydagang dari wahyu Allah
Yang Maha Agung dan Maha Suci, sehingga bersifagatasempurna. Sistem
demokrasi bersumber dari pemikiran manusia yamgthe dan penuh kekurangan,
sehingga sangat tidak sempurna. Format demokrésmndpandangan FPI, MMI
dan HTI, memilih pemimpin (khalifah) cukup dilakukaleh para ahlinya yang
memenuhi persyaratan, kemudian tugas khalifah untekerapkan ajaran Islam
dalam kehidupan bernegara.

2. Temuan

Temuan penelitian ini yaitu pertama, HTI termagakg memiliki konsepsi
yang jelas tentang sistem pemerintahan Khilafalam&h bila dibandingkan
dengan konsepsi yang dimiliki FPI dan MMI. Kedu&lFdalam melakukan
kegiatan pencegah tempat-tempat yang dianggap gugEansusila masyarakat
(tempat maksiat), dijalankan melalui prosedur oigmsi. Prosedur dimaksud
adalah adanya laporan masyarakat dari lokasi, yatirgya sudah mengganggu
ketertiban masyarakat. Laporan masyarakat kemudi@amjutkan kepada pihak
berwenang dalam ini pihak kepolisia. langkah beénka penggeledahan lokasi
dilakukakan anggota-anggota FPI, apabila pihak sPaidak memberi respon,

setelah sebanyak tiga kali diberitahu oleh pihak FP
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